
GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
NOMOR 11 TAHUN2024 

TENT ANG 

PERATURAN PELAKSANMN PERATURAN DAERAH NOMOR I 

TAHUN 2024 TENTAN<.i PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUOERNUR SULAWESI SELJ\TAN, 

Menimbang 

Mt:ngingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6). 
Pasal 57 ayat (5j, Pasal 90 nyat 131, Pasal 91 ayat (8), Pasal 
92 ayat 141, Pasal 94 dan Pasal 97 ayat (51 Pcraturan Daerah 
Nomor I Tnhun 2024 tcntnng P11j11k D11ernh dan Relribusi 
Daerah, pcrlu menetapkan Peratu.ran Gubemur tentong 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

l. Pasal 18 ayut (6) Undang-Undang Desar Neg11m Repuhlik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Pcnagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lc:mbaran Negara 
Rcpubl!k Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lc:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Pcnagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lc:mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2CX)() Nomor 129, Tambahan 
Lc:mbo.ra.n Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbc.-ntukan Peraturan Perundang-undangan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembamn Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah bcbc.-rapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua etas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembenlukan 
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Oacra.h [Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l...embaran 
Negara Republik lndcneeia Nomor 5587) scbagaimana 
telah beberapa kali diubah tera.khir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 
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2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (1.embaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41,  Tambuhan Lcmbaran Negarn Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang·Undang Nomor Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan 
Pemenruahnn Daerah (Lembnran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan l..embarRn 
Negara Republik Indonesia Nomor 67571; 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provmsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara 
l<epubhk Indonesia Nomor 6775): 

7. Peraurran Pemenntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 1 18,  Tambslhan Lemba.ran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4138); 

8. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengdolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor ·12, Tambahan 
Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322); 

9. Peratumn Pemenntah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Kerentuan Umum Pajak Dae.rah dan Retribusi Uaerah 
(Lembnrnn Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881 !; 

10. Peratumn Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tnhun 2015 
tent.ang Pembentukan Produk Mukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negcri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menten Oalam Negcri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Dae.rah 
(Beriw Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
l 57); 

1 1 .  Peraturan Mentcri Dnlam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Dae.rah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 J\omor 1213); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, 
Bea Balik Nama Kendamnn Dennotor, dan Pajak Alat 
Berat Tahun 2023 (Bcnta Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 382). 

13. Peraturan Menten Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 
tentang Tau1 Cara Pemungutan, Pemotongan, dan 
Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031): 

14. Peraturan Daen,h Provinsi Sula"esi Selatan Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lcmbaran Dae.rah Provinsi Sulawesi Se.Iatan Tahun 2021 
Nomor 7. Tambahan Lembaran Oaerah Provinsi Sulawesi 
Selalan Namer 3191: 

15. l'eraturan Dae.rah Provinsi Sulawesi Selalan Nomor I 
Tahun 2024 1.entang Pajak Deerah dan Retnhusi Dacrah 
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(Lcmbaran Daerah Provmsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 
Nomor \, Tambahan Lcmbaran Daerah Provim,i Sulawesi 
Selaran Nornor 3351: 

MEMUTUSKAN. 

Mene1apkan PERA TU RAJ.I GUBERNUR TENT ANG PERATIIRAN 
PELAKSANAAN PERAnJRAN DAERAH NOMOR I TAHUN 
2024 TENTANG PAJAK DAERAII DAN RETRIBUSI DAERAH. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Daerah di 
Selatan yang 

penge:lolaan 

5. 

6. 

Dalam Peraturan Gul.Jernur ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah a<lalah Prcvinar Sulaweai Selatan. 
2. Pemcrintnh Pusat yang selanjutnya discbut Pemcrintah 

adalah presrden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemenntahan ncgara Republik Indonesia 
yang drbantu \\.'ak1\ Presiden dan menteri sebagaimana 
dimAksud dalam Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Mcnteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam ncgen. 

4. Pemerini.ah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur 
penyelenggara Pemenntahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusnn pemcrintahan yang menjadi 
kewenangnn daerah otonom. 
Gubemur adalah Oubcmur Sulawesi Selatan 
Pemcrintah Kabupaten/Kola yang selanjutnya disebut 
Kabupaten/Kota adalah Pemetintah Kabupaten/Kota 
se-Sulawcst Selatan. 

7. Perangkat Daerah adalah Pcrangkat 
lingkungan Pemenntah Provinsi Sulawesi 
berwenang mclakukan pungutan dan 
Retribusi. 

8. Kepeta Pcrangkat Daerah adalah Kepala Peranglutl 
Daerah di lingkung;m Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang berwenang melakukan pungutan dan 
pengelolaan Retribusi. 

9. Baden Pendapatan Daerah yang selanjutnya discbut 
Bapendn ndalah Bndan Pendapatan Daerah Pn:winsi 
Sula\\CSi Selatan. 

10. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pc.ndapatan 
Daerah Prcvinsr Sulawesi Sclatan 

1 1 .  Baden Keuangan dan Asct Daerah yang selanjutnya 
di&ingkat BKAD adnJah Barlan Keuangan dan Aset 

Daerah Provins1 Suh:l\,c11i setatan. 
12. Kepala Sadan h'.euangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya dtsebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

13. Unit Petaksana Teknis Badan yang sclanjutnya disingkal 
UPTB adalah UPTB Pen<lapntan Wila)ah pada Sadan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sula\\ea1 Selatan. 

14. Unit Pe\aksana Teknis Dinas/Badan yang se\anjutnya 
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dtsmgkat UPTD/B adalah UPT0/8 Perangkat Daerah 
pcngelola Rclnbusi Daerah 

15. PaJak Daerah yang selanjutnj a dtecbut Pajak adalah 
kontnbus, wejrb kcpada Daerah yang teruta.ng o!eh 
orang prtbadr at.au badan yang bers.Iat mcmaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan eecara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakj at. 

16. Pajak Bahan Baka.r 11:endaraan Bermotor yang 
selanjutnya drnmgkat PBBKB adalah Pajak etas 
penggunaan bahan bakar kendaraan bermmor dan abu 
be rat. 

17. Bnhan Bnkar Kcndaraar, Dcrmotor yang sc:lanJum.�a 
disingkat BBKB adalah semua jenis baha.n bakar cair 
atau gas yang drgunakan untuk kcndaraan bermotor 
dan alat berat. 

18 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bcroda 
besena gandengannJ11 vang digunakan di semua jenis 
jalan darat atau kendarnan yang dioperasikan di air 
yang dsgerakkan olch p('ralatan tcknik berupa motor 
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mcngubah 
suaru eurnber daya energr tertcntu menjadi tcnaga gerak 
kendaraan IJennotor ynng bersangku1an tcnnasuk 
kcnrlaraan hybnd. 

19. Alat Berat adalah a.lat] ang thctptakan untuk membantu 
pekeqaan komnruksi dan pekcrjaan teknik sipil lainnya 
yang ssfatnya be.rat apabila dikerjakan olch tenaga 
rnnnusea, beropemsi menggunakan motor dcngan atau 
lanpa roda. tidak mclckat secara permancn serta 

bcropcrasi pada area tertemu. tcrmasuk tetapi ndak 
terbatas pada area konstruksi, perkebunan. kehutanan. 
dan penambangan 

20. Pajak Rokok 11.dalah pungutan atas cukai Rokok yang 
dipungut oleh pemcrintah. 

21. Rokok adalah hasrl olahan temba.kau tcrbungkus 
tennasuk ccruru atau bcntuk lainnya yang diha:;i!kan 
dari tanaman nicotiana rnbacum, nicotinnn rustica dan 
spcsies Jainnya atau eirueuenya yang mengandung 
nikotin dan tar dengan atau tan pa bnhan tambahan. 

22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kcsatuan. baik yang melakukan usaha 
maupun vang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perscroan terbatas, perscroan komanditcr, pcrseroan 
lmnnya, badan u8aha rmlik negara. badan usaha mmk 
daerah. atau badan usaha mihk desa, dengan nama dan 
dalam bcntuk apapun, firma. kongsi. kopcrasi, dana 
pensiun. perselrutuan, perkumpulan, yayasan, 
orgarnsas1 maeea, organisosi sosial politik, organisasi 
pcmerintah. pemerintah daerah dan pemerin1ah rlcM, 
aiau org,inisa11i lainn}a, lembaga dan bentuk Offdan 
lainn)a. lCrmnsuk kontrak invcstasi kolcktif dan bcntuk 
usaha tctap. 

23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
dnp.'ll dikcnni PaJak. 

24. Wajib PaJak adalah or,u,� pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pcmotong paJak, dan pemungut pajak, 



25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
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yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan scsuai 
dcngan kctcntuan pcraturan perundang-undangan. 
Nomor Pokok Wajib Pajak Dacrah yang selanjutnya 
dlsingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kcpada 
Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengcnal 
diri atau identitas Wajib Pajak dalam mclaksanakan hak 
dan kcwajiban perpejakannya kcpada Dacrah. 
Ma!:la Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan 
sebagai dasnr penghitungun pe.jak 
Pcmungut.an adalah suatu rangkaian kcgiatan mulai 
dari pengmmpunan data objek dan subJek pajak, 
pencntuan besomya pajnk yang tcrureng .sampai 
kcgiatan pc.:nagiha.n pajak serta pengawAMn 
penyctorannya. 
Pajak tcruumg adalah pajak yang harus dibayar oleh 
wajib pajak pada suatu saat dala!n masa pajak, dalam 
tahun pajak, atau datum baginn tahun pajak mcnurut 
Peraturon Dacrah. 
Pemungut Pajak Bahan Hakar Kcndaraan Bermotor 
ynng selanjutnya discbut Pcmungut adalah penycdia 
Bahan Bakar Ktndaraan Bermotor. 
Penycdia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang 
sclanjutnya disebut pcnyedia adalah produsen dan/atau 
importir BBKB, bail< untuk dijual maupun untuk 
digunnkan sendiri. 
Wajib Pungut yang selanjutnya disebut WAPU adalah 
penycdia yang telah ditctapkan scbagai pemungut Pajak 
Bahan Bakar Ktndaraan Oermotor. 
Lembaga Penyalur antara lain Stasiun Pcngisian Bahan 
Bakar untuk Umum (SPOU), Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar untuk TN! \SPBTI, Agcn Pn:mium dan Mmyak 
Solar IAPMS), Pn:mium Solar Packed Dealer (PSPDI, 
Stasiun Pengisian Bahan Ba.kar Bunker (SPBB), Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Ga!'.! (SPBG). 
Konsumen Langsung odnlo.h pengguna Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor yang secara langsung memperolth 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari penyedia atau 
penyalur Bohan Bakar Kendaraan Bennotor. 
lzin Usaha Nia&a Umum yang selaajutnya disingkat !NU 
adalah lzin yang drbertkan kepada Sadan Usaha yang 
akan melak.sanakan kegiatan usaha niaga minyak bumi, 
gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan 
bahan bakar lain dan/atau basil olahan lainnya yang 
drkeluarkan olch menteri yang menyclenggarakan 
urusan dibidang energi dan sumbcr daya mineral. 
Surat Pcmbcntahuan Pajak Daerah yang selanjutnye 
disingkat SPTPO adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pemboyo.ron Pojo.k, objek Pajak dan/atau bukan objek 
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketcntuan peraturan perundang-undangan pcrpajakan 
Daerah. 
Surat Pt:m.luft.aran dan Pelaporan Pajak Daerah yang 
setanjumya dlamgket SP3D adalah eurat yang oleh 
wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan atau 
melaporkan ohjek Pajak scsuai dengan kctentuan 
peraturan perundang-undangan perpajnknn Daemh. 
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37. Surat Pembentahuan Pajak Rokok yang selanjut.nya 
disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib 
Pajak Rokok untuk mclaporlw.n penghitungan dan/ 
a.tau da:sar pembevaran Pajak Rokok. 

38. Surat Setoran Pajak Oaerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 
atau telah drlakukan dengan cara lain ke kaa Dnerah. 

39. Surat Kctctapan Pajak [)aerah Ku111.ng Bayas yang 
selanjurnya dismgkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak, 
jumlah kredit Pajak. JlHn!ah kekurangan pembayaran 
pokok Pajak. besamyn snnksi admmistratir, dan jumlah 
Pajak yang masih harue drbayar. 

-40. Surat Ketetapon Pajak Daerah k'.urang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya drsmgkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas 
jumlah Pajak yang 1.e\ah duetapkan. 

41.  Surat Kcputusan Pembctulan adalah aurat keputusan 
yang membetulkan kesafnhan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekehruan dalam penerapon ketcntuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan Pajak 
Daerah. Surat Tag1han Pajak Da.erah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

42. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan 
araa keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 
Tcrutang, Surat Ketetapan Pajak Daemh, atau tcrhadap 
pemotongan atau pemunguum oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh WaJ1b Pajak. 

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebth Bayer yang 
sclanjutnya disinglrat SKPDLB adalah surat ketetapan 
pajak j ang meneruukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pttjak lebih besa.r dari pada 
yang terutang atau seharusnya udak terutang. 

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan ;umlah pokok pajak sama besamya dengan 
jum!ah kredit pajak atau 1>a1ak tidak terutang den tidak 
ada kredn pajak. 

45. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 
Pejabat unruk mencgur Wa;ib Pajak atau Wajib 
Retribuai untuk melunasi Utang Pajak atau utang 
Retribuai. 

46. Surat Pakaa adalah surat perintah membayar Utang 
Pajak dan biayn Penagihan Pajak. 

47. Surat Tagihnn Pajak Daemh yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah aural untuk melakukan tagihan Pf\lak 
dan/atau sanks1 11dmini6lratif berupa bung.a dan/atau 
denda. 

48. Pcngurangan pajak adalah pengurangan jumlah pajak 
yang harus dibayar. 

49. Kertnganan pajak adalah pemberian kesempatan untuk 
menunda dnn/ntau mengangsur pcmbayaran pojak, 
baik eebagran atau seluruhn}a. 
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50. Pembebasan paJak adalah pembebasan dari kewaj-ban 
pembayaran pokok paJak dan/atau sanksi administratif. 

51. PaJak Alat Berat )ang selanjutnya drsingkat PAB adalah 
Pojok El.las kepcmitikan dan/atau pcnguasaan alat beret. 

52. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP 
adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 
air pcrmukaan. 

SJ. AllH Berat adalll.h alat )ang dicipl.akan untuk membantu 
pekerjaan konstruksi dnn pekerjaan tcknik sipil lainnya 
yang sifa.ln) a berat apabila dikerjakan o!eh tenaga 
manusia, beroperaar mcnggunakan motor dengan atau 
tanpa roda, tidak melekal eecara pennanen sena 
beroperasr pada area tenemu. termasuk tenapi tidak 
terbatas pada area konetrukei, pcrkebunan, kchutanan. 
dan pcrtambangan. 

54 Air Pennukaan adalah semua air yang terdapat pada 
pennukaan tanah. 

55. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang 
pribadi atau badan dengan kendaraan bennotor yang 
namanya tercantum di dalam Buku Pcmilikan 
J<cndaraan Bermotor lainnya atau dokumen kepemilikan 
yang sah. 

56. Penguasaan edalah pcnggunaan dan/atau penguas.aan 
fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan 
dengan bukti penguaaaan yang se.h menurut ketentuan 
pcraturnn pcrundang-undangan yang bt:rlaku. 

57. N!lai Jual Alat Berat j ang selanjutnya disingkat NJAB 
adalah Nllai Juel Alat Bcrat yang dipcroleh berdasarkan 
harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam 
Tabel Ntlat Jual Alat Berat yang berlaku. 

58. Ntlai Pcrolchan Air Permukaan yang selanjutnya 
dlsingkat NPAP adalah hasil pcrkalian antara harga 
dasnr Air Pcrmukoan dcngan UObot Air Pcrmukaan. 

59. Rctribusi Daerah )ang sclanjutnya discbut Retnbusi 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
amu pembenan izin tcncntu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan olch Pemcrintah Dae.rah untuk 
kepentmgan omng pribadi atau badan. 

60. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
olch Pcmennmh Dacrah untuk tujuan kcpentingan clan 
kemanfaala.n umum serta dapat dmikmati olch orang 
pnbadi atau Badan. 

61. Jasa Usaha adalah jasa yang d1sediakan atau dibenkan 
olch Pemerintah Dacrah yang dapat beraifat mcncari 
keuntungan karena pada dasamya dapat pula 
disediakan oleh scktor s\\ asta. 

62. Perizinan Tcncntu adalah kcgiatan tcrtcntu Pemcrintah 
Oacrah dalam rangka pembenan izin kepada orang 
pnbadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan. pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
atas kegia!an. pcmanfaaian ruang, !ICrta penggunaan 
sum�r da}a alam. barang, prasarana, sarana atau 
fasi\itas tencntu guna melindungi kepcntingan umum 
dan menjaga kelestanan lingkungan 

63. SubJek Retribus1 adalah orang pribad, atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ 

a<au peruinan. v 
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64. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut pcrnturnn perundang-undangan diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran reUibusi, termasuk 
pemungut retribusi tcrtentu. 

65 Surat Ketetapan Retribus, Daerah atau dokumen Jain 
yang drpcrsemakan yang eelanjumya dismgkat SKRD 
adalah sunu ketetapan Reuil)usi yang menentukan 
beearnj a jurnlah pokok Reuibusi yang terutang. 

66. Surat Ketetapan Retnbusi Daerah l.cl,ih Bayar yang 
aelanjutnya dlslngkat SKRDLB adalah surat ketet.apan 
Retnbusr yang mcncntukan jumlah kelebihan 
pembaj aran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi 
lebih besar danpada Retribusa yang terutang ntnu 
seharusnya tidllk terutnng. 

67. Sura1 Tagihan Rttribusi Daerah atau dokumen lain yang 
drpersamakan yang selanjutnyn dismg,kat STRD adalah 
sunn untuk melakukan tagihan Retribuel d1u1/1n11u 
sanksi admirustratif berupa bunga dan/atau denda. 

68. Pemeriksaan adalah serangkaian kcgiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar Pemerlksaan untuk menguJi 
kepatuhan pemenuhan kewejtban Retnbus1 dan/atau 
untuk tUJUan Jain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan pcraturan p!'rundang-undangan. 

69. Badan l.ayanan Umum Daemh yang selanjutnya 
disingkat DLUO adalah s1stem yang diterapkan olt:h 
AA!Uan kcrja pcrangkat daemh atau unit satuan kerja 
perangknt daerah pada satuan kerja pcrangkat daerah 
dalam memlocrikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyai nek1ub1litas dalam polo pengelolnan 
keuangan sebegai pcng,cc-ualian dari ketentuan 
pengt:lnlaAn keuangan dacrah pada umumnya. 

70. Rekening Kas Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat 
RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerint11h 
Provmsr Sutawesr Selatan. 

BAB II 

PENGATURAN UMUM 

Pasal 2 

(\) Jems Pajak Daer-.th ping diatur dalam Peraturan 

Cubemur ini adalah; 

a. PBBKB; 

b. Pajak Rokok: 

c. PAB. dan 
d. PAP. 

(2) Jems Retnbusi Daerah yang diatur dalam Peraturan 
Gubemur ini adalah: 

a. Retribusi Jasa Umum, 

b. Retribusi Jasa Usaha: dan 

e. Retnbus1 Perit:man Tcrtentu. 
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BAB Ill 

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN 
PAJAK ROKOK 

Bagian Kesaru 
Umum 

Pnsal 3 

(JI Setiap penyaluran dan/atau penggunaan BBKB yang 
digunakan untuk keperluan Kendaman Bcnnotor clan 
Alm Berat di Daerah r.hkenakan rBDKB. 

(2) Pemungutan PBBKB chlakukan oleh Pcnyedia. 
(3) Penyedra sebagarmana dimaksud pada ayat (2] 

ditetapkan sebagar WAPU dengan Keputusan Gubemur. 

(4) Keputusan Oubemur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) duandatangan! oleh Sekretaris Daemh atas nema 
Gubernur. 

(51 Keputuaan Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) berlaku poling lama 3 [uga] tahun atau sampai 
dengan berakhimya masa berlnku INU. 

(61 Untuk menjadr WAPU PBBKB, Pcnyedia mengajukan 
pennohonan kepada Oubemur melalui Kepala Bapenda 

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
melampirkan: 
a. fotokopi lzin Usaha Nraga Umum Bahan Baknr 

MinyAk disertai Lampiran sentrtket lzin Usaha; 
b. fotokopi Nomor Register Usaha Niaga Umum BPH 

Mi gas: 
c. Nomor !nduk Berusaha (NIB). Kodc KBLl 46610: 
d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPI; 
e. fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

(SPPKP): 

Hukum dan HAM 

Hukurn Perseroan 

surat Kemcnterian 
Pengesahan &dan 

f. fotokopi 
tentang 
Tcrbatns: 

g. surat pernj ataan kcsanggupan mcngirimkan bukb 
setoran PBBKB dan fotoc:opy invoice penjualan kc 
Bapenda: 

h. cstimasi pcnJualan dz Oaerah disertai alamaL lengkap 
pembeli; 

i. lzin transportasi dari Kementerian ESDM bagi 

pcrusahaan yRng rnelakukan pengangkutan BBM; 
J. mclampirkan daftar armada µengangkut BBM: 
k. melampirkan lzin l-'enyelenggo.man Angkutan &rang 

Kh11sus Jika melakukan pengangkutan BBM dengan 
kcndaraan hl:rmotor; 

I. Kererangan bcbas tunggakan Pajak Daerah; dan 
m. mclakukan presemast company profile, kinerja 

ti 
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penjualan BBM dan rcncana penjualan di Daerah. 

Pa::ial 4 

{I! Setiap pembelinn pita cukai rokok dikcnakan Pajak 
Rokok. 

(2) ?emungutan Pajak Rokok dtlakukan oleh Kantor Bea 

dan Cukar bersamaan dengan pemungutan Cukai 
Rokok. 

(3) Dokumen pemungutan cukai rokok mencantumkan 
nilai Pajak Roknk. 

Pasal 5 

(I) Pemungu!afl PBBKB dan Pajak Rokok dilakukan 

dcngan cara dibayar sendin oleh Wajib PaJak scsuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemungutan dcng;m cara dibayar sendin selJagaimana 
dimaksud pada ayat (I) mengharuskan Wa.Jib Pajak 

untuk melaporkan jumlah kewejiban perpajakannya, 
eerta menghitung. menetapkan dnn membeyar pajaknya 
yang terutang dtsertar dengan bukti penjualan }ang sah. 

Bag1a11 Kedua 
Saat Pajak Terutang dan Masa Pajak 

Pas.al & 

ill Masa pajak PBBKB adalah I (satu) bulan kalender. 
(2) Masa Pajak Rokok adalal, I (satu) bulan kalcnder. 

Bag1an Keuga 
Tata Carn Pcmunguutn Pajak Daerah 

Paragraf I 

Pemungut Pajak 

Pasal 7 

(!) Penyedta yang telah menjadi WAPU PBBKB 
mendapatkan NPWPO arau nomor n.:gistras1. 

(21 NPWPD sebegarmana dimaksud pad a ayat ( 11 
dihubungka.n dengan Nomor lnduk Bcrusaha (3] Ketentuan sebagarmana dtmaksud pada ayat (I) dikecualikan untuk W8Jib Pajak PBBKB yang berstatus badan usaha mihk ncgara Rtau badan us.aha milik 
dacrah. 

Pasal 8 
(II Wi\PU PBBKB "ajib melakukon pemungutan PHAKB. baik tcrhadap [3(3KB bcrsubsidi maupun non subsidi.� 
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(21 Pemungutan dilakukan pada saat penerbitan 

Surat Pennmh Pengeluarnn Barang (De/u,ery 

Order/DO). inooice dan/atau dokumen lam yang 
dipersamakan. 

{31 Surat Perintah Penge!uaran Barang {De/iuery Order/DO! 
1111/0ICe dan/atau dokumen lam yang drpersemaken, 

M!bagaimana dimaksud pada ayat (2), mencantumkan 

tauggal, jeme dan jumlah BBKB dalam liter, harga 
scbclum pajak, tarif PBBh'.B dan besamya PBBKB yang 
dipungul. 

(41 Apabi\a \l.'APU udak melakukan kewajiban pemungutan 
PBBKB eebagarmane dimaksud pada ayRt (2) maka 
PBBKB tcr&cbut mcrupakan tanggungjawab WAPU yang 
bersangkutan. 

Pasal 9 

Oalam hal pembehan BBKB yang drlakukan antar 
penyedia/WAPU, balk untuk dijuRl kembali kepada Lembaga 

Penyalur dan/atau Konsumen Langsung maupun untuk 
digunnkan senchri, maka yang wajib rnelakukan pcmungutan 
PBBKB adalah penyedia/WAPU yang menyalurkan BBKB 
kepada l.cmbaga Penyalur dan/11tau Konsumen Langsung. 

Paragm.f2 
Sumt Pembcntahuan Pajak 

Pasal 10 

(11  WAPU PBBKB wajib melaporkan ha.sil penjualan BBKB 
maupun yang digunakan sendiri dalam masa pajak 
dengan menggunakan SPTPD 

(21 SPTPD sebagaimana dunaksud pada ayal (I) sekurang­ 
kurangnya btonsi data tentang jenis BBKB. volume 

penjualan/penggunaan scndiri. penghitungan pajak, 
harga per liter, tarif pajak yang dikenakan, asal 
pembellan, nama dan alamat perusahaan yang membeli. 
jumlah pembayaran PBBKB lennasuk koreksi atas 
laporan bulan sebelumnya. 

(31 SPTPD wejib dusi dcngan bcnar dan lengkap. 
(4) SPTPU drlengkapr dengan rtncran: 

a. daftar penjualan BBKB. per jenis BBKB. per 
konsumen. per transaksi, jum\ah penjualan, tarif 
yang dikenllkan dan jumlah pembayaran PBBKD: 

b. daftar BBKB )ang diguno.kan sendiri: jumlnh BBKB 
dalam Hier. jf'nis ABKB. Tarif PBBKB yang 
dikenakan danjumlah penyetoran BBNKB ; dan 

c. daft.ar BBKB yang dijual tanpa dikennkan PBBKB 
(Nama l'e'mbeh, Alamat, jenis dan jumlah BBKB 
dalam liter]. balk kepada pengguna lang11ung 

y 
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maupun WAPU lain. 
(5) SPTPO melampirkan: 

a. salman invoice per transakai, atau daftar invoice 
yang ditandatangani oleh 1:iejabat yang berwenang; 
dan 

b. SSPD masa peJak yang bersangkutan. 
(6) SPTPD disarnpaikan paling larnba1 dalam 15 (lima belas) 

han kerja setelah bcrakhii'nya masa pajak. 
(7) Pelaporan SPTPO sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

di!akukan setiap masa Pajak. 

(8) Bentuk dan is1 SPTPO sebagatmana tercantum dalam 
Lamprran t yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan 
dari Peraturan Gubemur ini. 

{9] Bentuk dan isi SSPD tereantum dalam Lampiran lJ yang 
merupakan bagian tidak terp1sahkan dari Peraturan 
Gubernur im. 

Pasal I I 

II) Wajib Pajak �ang tidnk rnejaksanakan kewejrban 

rnenj amparkan SPTPO sebagannana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat fl) dikenakan sanksi administratif berupa 
dcnda sebesar Rp\.000.000.00 [satu juta rupiah) untuk 
setiap SPTPD. 

(21 Sanksi administratif berupa denda sebag9.imana 
dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan STPO. 

{31 Sanksi administratif berupa denda sebagarmana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib 
Pajak menga!ami keadaan kahar iforce majrurej. 

Pasal 12 

(II Pengguna langaung BBKB yang tidak drkenakan PllBKB 
sebagarmana drmaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf c, 
harus memiliki Rekomendasi dari Bapenda. 

(2] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayal (I) 

merupakon dokumen yang berisi jum!ah BBKB induslri 
yang dapal tidak dipungut PBBKB karcna tidak 
digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat. 

(3} Tata eara pembenan Rekomenda�1 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (II ditctapkan !ebih lanjut oleh 
Kepala Bapenda. 

Pasn\ 13 

(I) W11.jfb Pajak Rokok rneng1s1 fonnat SPPR melalui ststem 
aplikasi di bidang eukai cengan lengkap dan benar. 

(2) Menvampaikan SPPR ke Kantor Bea Cukai dalam 
bentuk data elektmnik melalui aplikR!Li Bea dan Cukai. 
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(3) Dalam ha] sistem aplikaai sebagaimana dimnkaud pada 
ayat (2J mengalami gangguan. S?PR disampaikan secara 
lertuhs melalui Kanto, Sta dan Cukai 

(4) Apabila Sl'l'R !K"Sua1. maka Waj1b Pajak Rokok akan 

menenma kode billrng j ang akan digunakan unruk 
pembayaran. 

Paragra{ 3 
Penetapan Pajak 

Pasal 14 

(1] Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilaijual BBKl:J. 
(2) Nilai Jual BBKB sebagaimana dimaksud pada ayst (I) 

adalah harga jual BBKB aebelum Pajak Pertambehan 
Nllar dan PBBKB. 

(3) Saat terutang PBBKB diletapkan pada saat tcrjadinya 
penyerahan BBKB o!eh penyedia BBKB. 

(4] Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibuktikan dengan penerbitan Surat Perintah 
Pt:ngeluaran Barang tl')eli!Jf'ry Orrler/Dq, inooioe 

dan/atau dokumen lain )ang dipersamakan. 
(5) wueyeh Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat penyerahan 81.lKB kepada 
konsumen atau penggunn Kendaraan Bermotor den Alat 
Berar, 

Pasal 15 

(I) Besamya PBBKB ,>ang terutang per liter dihitung 
dengan earn mengalikan Tarif PBBKB dengan Oasar 

Pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1 j. 

(2) Dalam hal harga jual BBKB sudah tennasuk PPN 
dengan tarif I 1 °'o (sebelas perscn) dan PBBKB dengan 

tanf 7.5% !tujuh koma lima persen]. maka rulai PPBKB 
dihitung dengan perkalian 100/ 118,5 (seratus per 

seratus detapan be las koma lima) dari harga jual. 
(31 Hasil penghhungan pokok PBBKB yang terutang 

dinya1akan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) 
angka d1 belakang koml'I. 

(4) Tata cam perhitungan pajak sebagaimana dimaksud 
pada a)at (I), a,>at (2). dan ayat [31 tercantum dalam 
L..ampimn Ill yang mcrupakan rnlgian tidak terpreahkan 
dari Prraturan Gubemur tru 

Pasal 16 

(If Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang 
ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. 

v 
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(2) Rokok scbagaimana dnnaksud pada ayat (1) termasuk 
Rokok elekrrik 

(3) Saat teru1ang Pajak Rokok ditctapkan pada saat 

terjadmya Pemungutan cukai rokok tcrhadap 
pengusaha pabrik rokok atau produsen dan imponir 

rokok �ang memtlikt i%in berupa nomor pokok 
pengusaha barang kena cukai. 

(4) Wllayah Pemungutan PaJak Rokok mcrupakan wilaya.h 
kepabcanan Indonesia. 

Pasal 17 

(II Besaran pokok Pnjak Rokok yang terutang dihitung 
dengan cara mengahkan tarif Pajak Rokok dengan dasar 

pengenaan Pajak Rokok sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat ( 11. 

(21 Wajib Pajak Rokok menghitung sendni Pajak Rokok 
yang dituangkan dalam SPPR. 

(31 Pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok dilakukan 

dengan berpcdoman padu petunjuk teknia pemungutan 
Pajak Rokok yang drtetapknn ?emerintah. 

Paragraf 4 
Penyetoran Pajak 

Pa!tal 18 

(I) PBBKB di set or berdasarkan SITPO 
(2) Penyetoran PBBKB yang terutang disetor secera bruto 

ke RKUD paling lambat 10 (sepuluh) han kerja setelah 
beraklnrnj a masa Pajak 

Pasal 19 

( I) PajAk Rokok drsercr berdasarkan SPPR. 

(2) Penyetoran Pajak Rokok j ang terutang kc RKUO paling 
lambat bulan berikutnya setelah berakhimya masa. 
pajak. 

(31 Pelaksanaan penyetoran Pajak Rokok di!akukan dengan 
berpcdoman pada pctunjuk teknis penyetoran Pajak 
Rokok )ang ditetapkan Pemertntah. 

Pasal 20 

(I) Waj1b PBBKB dan Pajak Rokok melakukan penyetomn 
Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD 

dan/atau SSPD secara non tunai. 
(2) Penyetoran Pajak eebagarmnnn dimakaud pada aya.t (1) 

dilakukan melalui sistem pembayaran berbaets 

elcktronik. 
(3) Dalam hal su!ltcm pcmbayaran berbasis cleklronik bclum 

v 
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tersedia, pembaj aran pajak dilakukan eecara Non Tunai 
langsung ke RKUD. 

(4) Tanda bukti pembayaran secara non tunai merupakan 
a lat bukti pemba� aran } ang sah. 

(5) Jangka waktu penyetoran Pajak terutang paling lama 10 

(sepuluhl hari kerja setelah berakhimya masa PaJaJ< 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 eyat (1). 

(6) Wajib Pajak j ang melanggar ketenwan pada .i:iyat (5) 

drkenakan sanksr arlminislratir berupa bunga scbcsar 
1% (satu persen) per bulan dari Pajak tcrutang yang 

tidak atau kurang drsetor. dihitung dari tAnggal jarub 

tempo pen:,etoran sampai dengan ranggal penyetoran, 
untuk jengke waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan sena bagian dari bulan dihttung penuh 1 (satu) 
bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD. 

l:Jagian Kcempat 
Pembukuan 

Pnsal 21 

fl) Wajib Pajak wajib mclakukan pembukuan atau 
pencatatan eecara e\ektronik dan/atau non-elektronik, 
dengan keu:ntuan: 
a. IJagi WaJ1b Pnjak yang melakukan usaha dcngan 

peredaran useha paling sed1kit Rp4.800.000.000,00 
(empat miller delapun mtus jute rupiahl per tahun 
\\&Jib menyelenggarakan pembukuan: dan 

b. bagr WaJ!b Pajak yang melakukan usaha dengnn 
peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 
(ernpat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 

dapat memilih menyejenggarakan pembukuan atau 
pcncatatan. 

{2) Pembukuan atau pencatalan harus diselenggarakan 

dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan 
keadaan a tau kegiatan usaha yeng sebenernya. 

(31 Pembukuan sebagaimana dimaksud p.ada ayat (I) 
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengena1 pembukuan. 

(4) Pencatatan sebagaimana dimnksud pada ayat (1) huruf 
b paling sedikn memual data peredaran usaha a tau data 
penjualan teeena bukti pendukungnya agar dapal 

digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang 
tertuang. 

{5) Buku. catatan. dan dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, rermaeuk dokumen hasil 

pcngolahnn dnta dari pembukuan yang dikelola secara 
clektromk atau socar.11 program aphkaar onhne 
sebagaimana dimaksud r,atla ayar (I) wajib disimpan 

v 
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sclama 5 (hma) tahun d1 Indonesia di tempat kegiatan 
atau tempat 11nsc.1.J Waj1b Pajak orang pnbadi, atnu di 
temrm1 krdurl11k1rn WIIJ•b Pajak Ondan. 

Pasal 22 

(1) Wajib Pajak PBBKB clengan kemauan sendiri dapat 
mcmbctulkan SP'T'PD yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pcmyntaan tertulis sepanjang belum 
dilakukan Pemcnksaan. 

(2) Dalam hal pcmbetulan SPTPD sebag.aimana dimaksud 
pada ayat (I) menyatakan Jcbih beyar, pcmbetu\an 
SPTPD harus drsarnpatkan pahng lama 2 (dual tahun 
sebelum kedaluwarsa penerepan. 

(3) Dalam hal pcmbctu!an SPTPD sebagaimana dunakeud 

pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pcmbetulan 
SPTPD dilampm dengan SSPU sebagai bukti pclunasan 
Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrat1f 
berupa bunga. 

(4) Atas pcmbetulan SPTPD yang mcnyatakan kurang bayar 
sebagaimana drmakaud pada ayat (31 dikenai sanksi 

administraur berupa bunga sebeser 1% [satu pcrsen) per 
bulan dari jumlah Pajak yang kurang drbayar, dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pcmbayaran sampai dengan 
tanggal pembay a ran untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua pu!uh empat) bulan scrta bagian dari bulan 
dihitung penuh I (satu) bulan. 

jS) At.as kurang bayar sebagarrnana dimaksud pada ayat (3), 
tidak drkenakan sa.nksi admimstranf berupa kenatkan 

pokok Pajak yang kurnng dibayar. 

Bagi.an Kehma 
Pendataan, Monitonng dan Penelitian 

Pasal 23 

(l) Bapenda dapat melakukan pendataan, pengumpulan 
inforrnasr. tlan monitoring untuk menguji kebenaran 
data yang disampaikan dalam SPfPD dan/atau untuk 
mendapatkan data penjualan BBKB dari konsumen 
langsung 

(2) Bapenda dapal melakukan pendataan, pcngumpulan 
infonnasi dan monitoring untuk menguji kebenaran 
data) ang disampaikan dalam SPPR. 

(3) Pendataan. pengumpulan informasi. dan momtoring 
sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ dan ayat (2) dapat 
dikerjasamaken dengan lnstane! yang membidangi 
urusan �:nergi dan Sumber Day11, Mineral, Pengawasan 
Fungsional. BPH Mrgas. Bea Cukai. Direktorat Jenderal 
Pajak, Apa.rat Pencgak Hukum serta lnstansi terkait 
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lainnya. 

Pasal 24 

(1) Bapenda dapat melakukan Penelitian atas SPTPD 
PBBKB/SPPR Pajak Rokok dan SSPD yang disampaikan 

WAPU PBBKB dan Pcngguna Jangsung BBKB 
sebegaimana d1ma.ksud <.!alam Pasa\ 10 ayat {I) dan 
Pasal 12 ayat {I). 

(2) Penehtian atas SPTPD dan SPPR sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) meliputi: 

a. keeesueien batas akhir pembayaran dan/atau 
penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD 
atau randa bukti bayar lainnya: 

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD/SPPR; dan 
c. Pengisian dan kelengkapan WII.Jib sesuai dcngan 

format SPTPD/SPP�: 
d. kebenaran data/informasi yang diinput, penulis.an, 

pcnghitungan. dan/atau administrasi lainnya. 
(3) Apabtla berdasnrkan hasil Pendataan dan Monitoring 

eebagaunanu dunakeud dalam Pasal 23 dan haall 
Penelitian atas SPTPD/SPPR sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), diketahui tcrdapat Pajak 

t.erutang yang tidak atau kurnng dibayar, Bapcnda 
menerbitkan STPD. 

(4) STPD sebagarrnana dimaksud pada ayat (3) 
mcncantumkan jumlah kekurangan pcmbayaran Pajak 

tcrutang ditambah sanksi administratif bcrupa bunga 
sebesar \U,{, (satu persen) per bulan drui jumlah Pajak 

yang kurang dibayar, dihitung sejak saat tcrurangnya 
Pajak atau bcrakhirnya masa Pajak, bagtan Tahun 
Pajak, atau Tahun Pajak. untuk je.ngka waktu pahng 
lama 24 {dua puluh empau bu!an serta bllgian dari 
bulan dihitung pcnuh I [satu] bulan. 

(51 Dalam ha! hasil Peneliuan atas SPTPD/SPPR 
seb.agaimana d,maksud pada ayat (2) terdapat indikas, 

penyampamn mfonnas1 yang tidak sebcnamya dari 
Waj1b Pajak, 11:epala Bapcnda dapat melakukan 

Pemeriksaan sesuai kctcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Bagian Kttnam 
Penag,hun dan Kedaluwarsa 

Paragraf I 

Pcnagihan 

Pasal 25 

(II Utang Pajak yang tercanturn dalam SKPDKB, SKPDKBT, 
Surat Keputusan Pcmbctulnn. Surat Keputusan 
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Kebemtan, dan Putusan Banding merupakan dasar 
Penagihan Pajak. 

(2) Atas dasar- Penagihan Pajak :iebagaimana dimaksud 
pada ayat fll, ut.ang paja.k vang belum jatuh tempo 
pembayaran atau pclunasan, dapat dilakukan imbauan, 

(3) Dalam hal dasar Penagrhan Pajak scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I) tidak dilunasi setelah jatuh 
tempo pernbayaran atau pelunasan, dapat dilakukan 
Penogihan Pajak. 

(4) Benruk dan 1si SKPDKB dan SKPOKBT tercontum dalam 
Lampirnn IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan GulJcrnur ini. 

Pasal 20 

(1) Dalam rangka Penagihan Pajak, Kepala Bapenda depat 
menerbukan STPD dalam jangka waktu paling lama 5 
(liffi.Q) tahun sejak terutangnya pajak. 

(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal. 
a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. hasi\ Pcnelitian SPTPO !lebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 terdapat kckurangan pcmbayamn 
sebagai akibat salah tu\is, salah hitung, atau 
kcsalahan administratif lainnya o!eh \Vajib Pajak, 

c. SKPOKB, SKPOKBT, Surat Keputusa.n Pembetulan. 
Surat Kcputusan Keberutan, dan Putusan Banding 
fang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayanm: atau 

d. WaJib Pajak dikcnakan sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

(3) Jum\ah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud 

pada ll)&t (21, bcrupa pokok Pajak yang kurang dibayar 
ditambah dengan pemberian sanksi administratif 
berupa bunga sebesar I % (satu persen) per bulan 
dihitung drui PaJak yang kurang dibayar, dihitung dari 
langgal jatuh tempo pcmbayaran sampai dengan tanggal 
pembayare.n, untuk Jangkl\ wektu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bu\an sejak saat tcrutangnya Pajak eerta 

bagian dan bulan drhitung penuh I [satu] bulan. 
(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud 

pada a11a1 (2) huruf c. dikenai sanksi administratif 
bcrupa bunga se.bcsar 0,6'lo (nol koma enam persen] per 
bulan dari Pajak yang udak atau kurang dibayar, 
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 
dengan tanggal pembayaran. untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan eejak saat 
terutangnya Pajak sena bagian dari bulan dihitung 
penuh l (satu) bulan. 

15) Bentuk dan isi STPD tercantum dalam Lampiran V yang 

v 
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mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubemur im. 

Pasal 27 

(II Pajak terutang berdasarkan STPD yang tidak atau 

kurang drbayar oleh WaJ1b Pll,Jak sampai dengan tanggal 
jatuh tempo dapat duagrh dengan Surat Paksa. 

(2) Penagrhan dengan surat Paksa scbaga(mana dimaksud 
pada ayat (11 dilakukan oleh Kcpala Bapenda. 

(31 Pcnagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21. dilakukan setelah melalui mckanisme 
scbegar benkut: 
a surat tcguran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 

tcrhnung sejakjatuh tempo pembayaran; 

b. surat peringatan. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
tcmuung i'K'J&k diterbitkannya surat tcgumn: dan 

c. surat permtah pcnagihan sckctika dan sekaligus 
dan/arnu surat lam yang SCJCnis, dalam jangka 

waktu 7 [rujuh] hen tcrhitung sejak ditcrbitkannya 
sunu peringatan 

(4) Apabila paJak yang tcrutang 1.Jdak dilunaai dalam jangka 
waktu 2 x 24 (due kali dua puluh empat) jam sesudah 

tanggal pcngcluaran surat paksa., Kcpala Bapenda 
menerbnknn Surat Pcnntah Pclaksanaan Pcnyitaan, 
sesuar ketentuan pemturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih Janjut mcngenai Penagihan berpedoman 
pada ketentuan penuuran perundang-undangan. 

f'asal 28 

(l) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagarmana 

dunakeud dalam Pasal 27 eyat (3! Kepala Bapenda 
berwenang untuk· 

a. rnengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; 

d= 

b. mcnerbitkan; 

1. Surat l'eguran; 

2. surRt pcnntah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus. 

3. Surat Paksa; 

4. surat pcnntah melaksanakan penyil.aan; 

5. surat penntah penyanderaan; 

6. surat pencabutan sita; 
7. pengumuman lelang; 

8. surat penentuan harga hmit; 

9. pcmbatalan lelnng: dan 

10. surat lain �ang chpcrlukan untuk pc\aksa.naan 

Pe-nagthan Pajak. 

12) Jurusu.a Pajak sebagaimana llimaksud pada ayat (I) 



- 20 - 

huruf a melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf2 
l,'.edal u 11 a rsa 

Pasal 29 

I IJ Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebaga!mana 
dimaksud dalam Pasal 25 rnenjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui wakru 5 (lHnA) tahun terhitung sejak saat 

tcrutangnva Pajak, kecuah apabila Wajib Pajak 
mclakukan undak prdnnn di bidang pcrpajalmn Oaerah. 

12) KedAluwarsa Pt,nagihan Pajak sebagarmana dimaksud 
pada R}at (l) tenangguh apabila: 

a. dnerbukan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; 
a tau 

b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik 
tangsung maupun ndak langsung. 

(3) Oa\am hal ducrbitkan Surat Teguran dan/atau Surat 

Paksa &ebagaimana dunaksud pada ayat (2) huruf a. 
kedAluwaT'!!.11 Penagthan thhitung w-jak tanggal 

penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa. 
(4) Pengakuan utang Pajak eecara langsung sebagrumana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, nntnra lain apabila 
Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masrh 
mempunyai utang Pajak Jan belum mclunasinya kepada 
Pcmerintah Daerah. 

{5) Pengakuan utang Pajak secara Udak Jangsung 

sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
dfketahur dari pengQ_Jm:01 permohonan angsuran atau 
penundaan pcmbaj aran dan permohonan kcberatan 
oleh Wajib Pajak. 

(6) Oalam ha\ ada pengakuan utang Pajak dari Wa.Jib Pajak 
ecbagaimana dlmakaud pada ayat (2) huruf b, 

kedaluwarsa Pcnagihan drhnung &ejak tanggal 
pcngakuan tersebut. 

(7) Ptutang Pajak �ang udak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk mclakukan Penagihan sudah kedaluwaraa 
atau karena scbab )IITI� lain dacet dihapuskan. 

(8) Ketentuan lcbih JanJut rncngenar tata cara penghapusan 
piutang Pajak berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh 
Pemeriksaan Pajak 

Pasal 30 

(11 KcpalA Bapenda melakukan pemertksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewaj,ban Pajak dan tujuan lain 

v 
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dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang- u ndangan. 
(2) Pemeriksoan untuk menguji kepatuhan pcmenuhan 

kewajrban perpojllkan scbagrumana dimaksud pada ayat 
( 11 dilakukan dalam hal: 

a. Wajib Pajak menpjukan pengembahan atau 
kompensasi kelebihan pcmbayaran Pajak; 

b. terdo.pat keterangan lain bcrupa data konkret yang 
menunjukkan bl.lhwa Pajak yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; aiau 

c. Wajib Pajak yang terprhh untuk dilakukan 
Pemeriksaan bcrdasarkan analiais riaiko. 

Pl Pemcriksaan sebl.lgaimana dimaksud pada ayat (2), 

dapal bcrupa: 
a. memcrik:so SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan 

SSPD atau dokumcn lain yang dipersamakan; 
b. mclakukan pendataan, pemeriksaan dan pcnelitian 

Iakta-fakta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan 
mclakukan pengujian Japangan; 

c. memeriksa pembukuan WaJib Pajak dan Konsumen 
Langaung. 

(4} Pemerik:soan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan, Sadan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau lnstarrsi 

terkah lalnnya. 
(5) Pemeriksaan untuk tujuan lain scbagaimana dimekaud 

pada ayat {11 dilakukan unruk: 

a. pemberian NPWPD secamjabatan; 
b. penghapusan NPWPD; 
c. pcnyelesaian pcrmohonan kebcratan Wajib Pajak; 
d. pcncoc:okan dat.a dan/atau alat keterangan; 
e. pemeriksoan dalam rangka Penagihan Pajak; 

dan/atau 
f. tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan/atau 

penclitian pajllk. 
(61 Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat P) meliputi pcnentuan, pencocokan, atau 
pengumpu\an matcri yang bcrkaitan dcngan tujuan 
Pemeriksaan. 

!7) xetenruan lcbih Janjut mengenai tata care Pemeriksaan 
Pajak bcrpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak. 

Pasal 31 

I I) Dalam pelaksanaan 
dimaksud dalam Pasal 

Pcmenksaan aebagaimana 
30, kewejjban Wajtb Pajak yang 

diperiksa meliputi: 
a. mcmperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catat.an, dokumen yang menjach dasamya, dan 
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dokumen lain yang bcrhubungan dengan objek 
pemeriksaan; 

b. membcrikan kesemparan untuk memasuki tempat 
atau ruangan ynng dianggap perlu dan mcmbcrikan 
bantuan guna kclancarn.n Pemcriksaan; dan/ntau 

c. memberikan kcterangan yang dipcrlukan. 
(2) Dalam pclaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 

dima.ksud dulazn Pasal 30, hak Wajib Pajak yang 
dipcriksa paling sedikit: 
a. meminta rdenutas dan bukti penugasan 

Pemcnksaan kepada pemcriksa; 
b. meminta kcpada pemcriksa untuk membcrikan 

penjelasan tentang a.lasan clan tujuan Pcmcriksaan; 
dan 

c. mcncrima dokumen hasil Pemcriksaan serte 

mcmberikan tanggapan etau penjelasan atas hasil 
Pcmcriksaan 

(3) Dalam ha! Wajib Pajak tidak mcmcnuhi kewajiblln 

scbogaimana dima.ksud pada ayat (1), bcsamya Pajak 
tcrutang ditctapkan secara jebatan. 

Pasal 32 

Dalam ha! berdasarkan hasil Pemeriksaan scbaga.imana 
dimaksud dalam Pasa\ 30 tcrdapat kelcbihan pemboyaran 
Pajak, Kcpala Bapenda mencrbitkan SKPOLB. 

Bagian Kedelapan 
Penghapusan Piutang 

Pasal 33 

( I I 

(21 

(31 

(41 

(51 

Gubcmur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk 
menemukan pnoritas Pcnagihan Pajak. 
Gubcmur melalui Kcpttla Bapcnda memerintahkan 

Jurusita Pajak untuk mcla.kukan Penagihan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 

Piutang Pajak yang tidak mungkin dilagih lagi karcna 
hak untuk melakukan Pcnagihan sudah kcdaluwarsu 
dapat dihapusk.an. 
Piutang Pajak yang dihapuskan scbagaimena dimaksud 
pada ayaL (3] ditetapkan dalam Keputusan Gubcmur. 
Kcpu1usan Gubcmur ecbagaimana dimaksud pada ay..it 

\4) ditctapkan dengan mempcrtimbangkan: 
a. pelaksanean Penngihan scbagaimana dimaksud 

dalam Pruial 25 sampai dengan batas wektu 
kcdaluwarsa Penagihan sebogaimana dimaksud 
dalnm Pasal 29; dnn 

b. hasil koerdmasi dcngan 11parat pcngawas intemul 
dacrah. 
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(61 Penagihan sebagatmana dimaksud pada ayat (5) huruf a 
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan. 

(7) Ketentuan tata cara penghapusan piutang lebih lanjut 
ditetapkan dcngan Peraturan Gubcmur. 

Bagian Kesembilan 
Penctapan Pajak Seca.ra Jabatan 

Pasal 34 

(1) Dalam jangka wajcru paling lama 5 (lima) tahun sejak 
tcnatangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkAll 
SKPDKB, SKPOKBT, SKPDLB, dan SKPON. 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayal (II 

diterbitknn cialam ha! tcrdapat Pajak yang kurang atau 
tsdek dibayar bc:rdasarkan: 
a. hasil Pcmcriksaan sebagaimana dimaksud do.Jam 

Pasal 30; atau 
b. penghitungan secarajabatan karena: 

1. Wajib Pajak 1idak mcnya.mpaikan SPTPD dalam 
jangkn waktu tcncntu scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal JO ayat {6) dan telah ditegur seceru 
tenuli!I namun tidak. disampaikan pada wak.tunya 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegur.m; 

Pajak 

otau 
2. Wajib udak. mcmenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 10 ayat (II 
a tau Pasal 31 ayat ( 11. 

(31 SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat fl) 
diterbilkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau 
data yang semula bc:lum tcrungkap dan menyebabkan 
penambahan Pajak yang tcrutang sett.lab dilaJrukan 
Pemeriksaan dalam rangka pencrbitan SKPDKBT. 

(4] SKPDN sebagaimana dimo.ksud pada aya1 (I) diterbitkan 
dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besamya 
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak tcrutang 
dan lidak ada krcdit Pajak. 

Posol 35 

(I) Jumlah kekurangan Pajak yang tenatang dalam 
SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 121 
hunaf a dikenokan sanksi administratir benapa bunga 

sebcsar 1,8% \satu koma delapan pcrsen) per bulan dari 
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihilung 
sejak saat tenatangnya Pajak atau bcrakhirnya masa 
Pajak, bagian Tahun Pajak, at.au Tahun Pajak sampa.i 
dcngan dllcrbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu 
paling lama 24 [dua puluh empa.tl bulan serta bagian 
dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan. 

v 
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(2) Jumlah Pajak yang lcrulang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) humf b 
dikcnakan sanksi administratif berupa bunge sebesar 
2,2% (dua koma dua persen) per bulon dari Pajak yang 
kurang atau tcrlambat dibayar, dih1tung sejak saat 
tcrutangnya Pajak atau berakhirnya mRAA Pajak. bagian 

Tnhun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dcngan 
ditcrbukannya SKPOKB, untuk jnngka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh I jsalu) bulan, scjak saat 

terutangnya Pajak ditambahkan dcngen sanksi 
administratif berupa kcnaikan sebesar 50% (lima puluh 
persen] dari pokok Pajak yang kurang dibayar. 

(JJ Jumlah kckurangan Pajak yang lcrutang dalam 
SKPOKBT eebegarmana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(3) dikenakan sanksi administratif berupo kcnnikan 
sebesar l 00% fscratus perscn) dari jumlah kekurangan 
Pajak yang terutang dalam SKPDKBT. 

(4) SKPOKB scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat 
(2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat {3) 
wajib dilunasi dalam jang.ka waktu paling lama I (satu) 
bulan sejak tanggal ditcrbitkan. 

Bagian Kesepuluh 
Kcberatan dan Banding 

Poragraf I 

Kebcratan Pajak 

Pasnl 36 

{I) Wajib Pajak dapat mcngajukan keberatan kepada 
Gubcmur melalui Kcpala Bapenda terhedap SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPOLB, SKPDN atau pemotongan atau 
Pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dunaksud pado ayat ( 11 
diajuka.n secara tcrtulis dalam buhasa Indonesia dcngan 
mcngcmukakan jumlah Pajak terutang atau jumlnh 
Pajak yang drpotcng atau dipungut, berdasarkon 
penghitungan Waj1b Pajak, dengan disertai alasan yang 
jelas. 

{3) Pengajuan kcberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
[I) harus diajukan dalam jangka waktu paling Jama 3 
[tigal bulan scjak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPOLO 

atau SKPON dtkirim atau tanggal pemotongan atau 
Pemungutan, keeunli jika Wajib Pajak dapat 
menunjuk.kan bahwa jangka waktu ttu tidak dapat 
dipcnuhi karcna keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebogoimana dimaksud pada ayat (31 

mcliputi: 
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a. bencana alam; 

b. kebakaran; 
c. kerusuhun massal utuu huru-hara; 
d. wubah penyakit; dan/ atau 
e. kecelakaan/musibah yang tidak dapa.t dihindari; 

151 Kebcrat.an dapat diajuknn apabila WaJ1b Pajak telah 
membayar Pajak terurang dalam SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLD, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan 
olch pihak ketiga. palmg sedlkit sejumlah yang telah 
disctujui wajib Pajak. 

(61 Keberaian yang tidak memenuhi persyaratan 

scbagaimana dimaksud pada ayat {I), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (5) tidak dianggap sebagai eumt keberatan. 

(7) Tanda penerimaan surat keberatan dari Bapenda 
kcpada WaJib Pajak, menjadi tanda bulcti penerimaan 
surat kebcratan. 

(8) Dalam hal WaJib Pajak mcngajuknn keberatan, jangka 

waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar 
pada saat pcngajuan keberaum tenangguh AAmpa.i 
dcngan I (satul bulan sejak tanggal penerbuan Surat 
Kcputusan Keberatan. 

(9) Jumlah Pajak yang belum dibaya.r pada saat pengajuan 
permohonan kebcratan &:bagaimana dimaksud pada 

ayat t8) tidak termeeuk sebagai Utang Pajak 
sebagaimana dimaksud dulam Pasa.125 aynt (1). 

PaSJ.l 37 

Ill Oubcrnur melatur Kepala Bapenda harus memberi 
keputusan atas keberatun yang diajukan oleh Wajib 
Pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (I). 

(21 Dalam mcmberikan keputusan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (II, Oubemur melalui Kepala Bapenda dapat 
melakukan Pemeriksaan. 

131 Keputusan Oubemur scbagaimana dimaksud pada ayat 
(l) ditetapkan dalam jangka wakru paling lama 12 (dua 
belasJ bulan l'ICjak tanggal surat keberatan diterima 
sebagaimana drmaksud dnlnm Pasal 36 ayat (71. 

(4) Keputusan Gubemur atas keberatan dapat berupa: 

a. menerima seluruhnya, 
b. menerimtt sebagian; 
e. menolak; atau 
d. menambah besarnyajumlah Pajak yang terutang. 

(51 Apabila dalam JOngka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat j3) Oubcmur tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. 

Pasal 38 

(I) Dalam ha] pengajuan keberatan Pajak dikabulkan 
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sebagian atau seluruhnya, kclebihan pembayaran Pajak 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga scbesar 
0,6% {nol koma enam persen) per bulan dihltung darl 
Pajak yang lcbih dibayar unluk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empau bulan scrta bagian dari 
bulan dihitung penuh J (satu) bulan. 

(21 lmbalan bunga scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dihitung scjak bulan pclunasan sampai dengan 
diterbrtkannya Surat Kcputusan Keberatan. 

(3) Dalam hat keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan scbagian, Wajib Pajak dikenai sankai 

odministrotif berupa denda scbesar 30% (tiga puluh 
persen] dari jumlah P..i.jak berdasarkan keputusan 
ktberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 

Paragraf2 
Banding 

Pasnl 39 

(I) Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan banding 
hanya kepada Baden peraduan Pajak atas Surat 
Keputusan Keberatan yang diletapkan oleh Gubemur 
sebogrumuna dimaksud dalam Pasal 37 ayat {1) paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan 
dilampiri Surat Keputusan Keberatan. 

(21 Pcnnohonan banding scbagaimana dimaksud pada ayat 
(I! diajukan secara tertulis da!am Bahasa Indonesia dan 
dengan disertai alasan yangjelas. 

(31 Pennohonan banding scbagaimnna dimaksud pada ayat 
(I) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai 
dengan I [satu] bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 
Banding. 

(4) Pengajuan banding dilaksanakan scsuai dengan 
ketcntuan peraturan perunda.ng-undangan. 

Pasal 40 

(11 Dalam ha! permohonan banding 
atau seluruhnya, kclebihan 

dikabulkan sebagian 

pcmb.ayaran Pajak 
drkembalikan dcngan ditambah imbalan bunga scbcsar 
0,6% (no! koma enam persen) per bulan dihitung dari 

P..i.jak yang lebih dibayar unluk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh ernpat] bulan serta bagian dari 
bulnn d1h1tung penuh I [satu] bulan 

(2) lmbalan bunga sebagaimana drrnaksud pada ayal (JJ 

dihitung s.t:jak bulan pelunasan sompm dengan 

diterbitkannya Putusan Danding. 
(JJ Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 

v 
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banding, sanksi admimslratif bcru.pa denda sebcsar 
30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (JJ tidak dikenakan. 

{4t Oalam hal pcnnohonan banding dilolak ata.u dtka.bulkan 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 
berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari 

jumlah Pajak bcrdasarkan Putusan Banding dikurangi 
dcngan Pajak yang lelah dibayar scbelum mcngajukan 
keberatan. 

Bagian Kcscbelas 
Tota Carn Pcmberian Kcringanan, 

Pcngun:mgan dan Pembcbasan Pajak 

Pasal 41 

fl) Gubemur dnpat mcmberikan inscntif pajak bcrupa 
pengurangan, keringanan, dan pcmbebesan Pajak yang 
berlaku umum sesuai kebijakan Pcmcrintah Pusat dan 
Oacrah. 

(2) lnsenti( pajo.k scbagaimana dimo.ksud pada 11.yal (I) 
dibcrikan ato.s pcrtimbangan untuk: 
a. mcnjalankan amanah pcrarurnn yang lcbih tinggi; 
b. mendukung program strnlegis Pcmerintah/Nasional; 
c. memberikan inscntiffiskal kcpada petaku usaha 
d. membcrikan kcmudaho.n berusaha; 
e. mendorong perekonomian; 
r. kegiatan sosiat, kcagamaan dan pcmcrintahan; 
g. mendukung kcbijakon stmtcgis Pcmerintah Dacrah; 

d= 

h. mencapar sasaran tcrtcntu yang 
kepcnlingan um um maupun 
Pcmerintah Daerah 

13) lnsentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

do.pat mcncakup pokok tunggakan pajak dan/alau 
sanksi adminislrntif. 

(4) lnsenti( Pajak drtetapkan dengan Kcputusan Gubcmur. 

Pasal 42 

fl) Gubcrnur dapat memberikan insentif pajak bcru.pa 

pcngurangan, kcringanan, dan pembcba:san Pajak yang 
berlaku khusus untuk Wajib Pajak yang mengajukan 
pennohonan. 

(21 Pemberian lnsentif Pajak scbagaimana dimaksud pada 
ayat (11 dilakukan atas pcrtimbangan: 
o. objek pojuk ru.so.k don tidnk dopat digunaknn do.lam 

jangka wekiu tcrtcntu; 

Li. objek pajak musnah atau hilang; 
c. wajib pajak pa1lit; 

v 

meru.pa.kan 
kepentingan 
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d. keadaan kahar; 
e kcmampuan wajib pajak; 
f. mendorong perekonomian duerah; 
g. kegiatan su:1ial, kcagamaan dan pemcrintahan: 
h. mendukung program strategis pemerintah dacrah; 

a tau 

1. untuk mencapai tujuun tertenlu demi kepentingan 
umum dan pemerintahnn; don 

(3) Pembcrian insentif pajak yang meliputi pokok pajak dan 
sanksi administratif ditctapkan dengan Keputusan 
Oubemur yang ditandatangani olch sekretaris Daerah. 

(4) Pcmbenan in,cntif pajak khusus tcrhadap sanksi 
admimstratif bcrupa denda dan/atau bungn ditctapkan 
dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh 
Kepala Bapenda. 

{5) Pembcrian kennganan pajak ditctapkan oleh Kcpala 
Bapenda. 

Pasal 43 

I I) Pcrmohonan pengurangan. keringanan, dan 
pembcbasan Pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
42 aya1 (1) diajukan oleh We.jib Pajak secara tcnulis 
kepada Gubcmur mclalui Kepala Bapenda. 

(21 Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilampiri dengan SPTPD dan bukti·bukti pendukung 
yang mcnyatakan kebenaran alasan permohonan 
pengurangnn, kennganan dan pc:mbcbasan pajak. 

(3) Gubemur harus memberikan Keputusan pa]ing lambat 
I 2 (Dua Belas) Bulan sejak surat permohonan 
sebagaimana dimaksud poda ayat {II 

(4) Setelah lewat jangka waktu 12 (Dua Belas) Bulan 
sebagaimana drmaksud pada ayat (3), belum ado. 
keputusan, permohonan pcngurangan, keringanan, dan 
pembebasan Pajak dianggnp dikabulkan. 

Bagian Keduabclas 
Pembctulan dan Pembatalan Ketelapan 

Pa�l 44 

(II Atas pennohonan wejrb Pajak atau karena jabatannya, 
Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN. atau SKPDLB yang dalnm 
pencrbitannya terdapat kesala.han tulis dan/a1au 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan pcnerapan 
ketentuan tertentu dalam pernturnn perundang· 

undangan perpajakan Daerah. 
Pt:mbetulnn eebegaimnnn dimoksud pada ayat (I) 
duetapkan dalam Surat Keputusan Pcmbctulan. 

121 
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(3j Dalam hal pcmbcrulan didasarkan alas permohonan 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Bapenda menindaklanjuti pcrmohonan tcrscbut 
dengan melakuko.n penelitinn terhadap pcrmohonan 
Wajib Pajak. 

{4) Dalam rangka peneliuan sebagaimana dimaksud pada 
ayo.t Pl, Kepala Bapcnda dapat meminta data, informasi, 
dan/atau keterangan yang diperlulwn. 

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Kepala Bapcnda wajib mcnerbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan scbagaimana climaksud pado ayat (21 dalam 
jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggal 
sura.t permohonan pembctulan diterima. 

(6) Surat Keputusnn Pembctulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (SJ dapat berupa: 
a. mengabulkan permohonan Wajlb Pajak dcngan 

membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat 
berupa menambahkan, mcngurangkan, a tau 
menghnpuskan jumlah Pajak yang terutang, 
maupun sanksi ad1ninistratif berupa bunga, denda, 
dan kenaikan Pajak: atau 

b. membatalkan STPD atau membatalkan basil 
Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang 
dilaksanakan atau ditcrbilkan tidak scsuai dengan 
tata earn yang ditcntukan; dan 

c. menolak pennohonan Wajib Pajak. 

Bagian Ketignbelas 
Pcngembalian Kelcbihan Pembeyaran Pajak 

Pasal 45 

t 11 Kelcbihan pembayaran dapat tcrjadi karena: 
a. kesalAhan penetapan; 
b. 2 (dua) kali atau \ebih pembayaran untuk objek yang 

same; 

c. di1erimanya pennohonan pembetulan, pembatalan, 
pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi 
admimstrasi: 

d. di1erimanya pennohonan Keberatan; atau 
e. di1enmanya pcnnohonan Banding. 

(2) Kelebihan pembayarsn dskcmpensaslkan untuk 
memboyar kewejiben pajak berikutnya dan/atau utang 
pajak la.mnya. 

Pasal 46 

( 11 Dalam hal tidak ada kewajibon pajak berikutnya, 
maupun utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud 
da.Jam Pa58.l 45 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan 
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pcrmohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau 
restitusi. 

(2) Pengajuan pennohonnn Restitusi sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 11 di!akukan dcngan cera sebagai 
berikut: 
a. wajib pajak atau lcuasanya mengajukan surat 

permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) 
bulan scjak tanggal kctelapan pajak/tagihan 
pojak/keputusan alas kcberatan dan banding; 

b. melampirkan fotokopi SKPD yang tclah lunas atau 
dokumen lain yang diperaamakan: dan 

c. rekomcndasi dari Kcpala UPT setempat. 
(3) Kcpala Bapenda dalam Jangka waktu paling lama 12 

(dua be[as) bulan scjak ditenmanya permohonan 
Restitusi harus memberikan kcpurusan. 

(4) Da!am hal keputusan 1jdak diberikan eempai dengan 
bolas \\Uktu sebogaimnna dimakBud pada ayat (31, maka 

pemohonan dianggap dikabulkan den SKPDLB harus 
diterbitkan dalam jangka wakru paling lama 2 (due) 
bulan. 

(5) Pengembaliun kelebrhen pembo.yaran hnrus ditakukan 

dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKPDLB dcngan mcnerbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelcbihan Pajak. 

(6) 03.lam hal pengembo.lian kelebihan pembo.yornn pajak 
dilakukan setclah lewat waktu 2 (duaj bulan S<!jak 

diterbitkannya SKPDLB. Wajib pajak menerima imbalan 
bunga sebesar 0,6% (no! koma enam persen) per bulan 
atas keterlnmbal.an pembayaran tersebut. 

Bo.gia.n Keempatbclas 
Pcughitungan Bagi Hasil Pajak 

Pesa! 47 

(1) Hasil penerimann PBBKB don Pajak Rokok eebagian 
diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. huit pcnerimaan PDBKB dibagihasilkan kepeda 
Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); 
dan 

b. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasllkan 
kepada Kabupaten/Kota sebcsar 70% (tujuh puluh 
persen]. 

(2) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kot.a 
scbagaimana dimaksud pada ayar (II ditelapkan dcngan 
memperhaLikan aspek pemerataan dan/a1au potensi 
an tar Kabupaten/ Kot a. 

(3) Besaran bagi has1! Pajak per Kabupnten/Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam 

v 
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besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota, dengan 
ketentuan· 

a. bagi hasil PBBKB sebago.imana dimaksud pada ayat 
( 11 huruf a drbagi secara proporsional scbesar 70% 

(tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan 
Bermotor terdaftar di Ka.bupaten/Kota dan 
sclisihnya dibagi rota kepada seluruh 
Kabupatcn/Kota; dan 

b. bagi hastl Pajak Rokok sebagaimann dimaksud pada 
ayat Ill huruf b dibagi secara proporsional 
berdasarkan variabcl jumlah penduduk 
Kabupaten/Kota eebcser 30% /tiga puluh persen) 
dan sisanya d1bagi rata kcscluruh Kabupaten/Kota. 

(4) Contoh penghitungan bagi hasil PBBKB dan Pajak 
Rokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dori 
Peraturan Gubemur ini. 

(SJ Penetapan alokesi bagi hasil PBBKB dan Pajak Rokok 
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf 
b untuk musmg-mastng Kabupalen/Kota didelcgasikan 
kcpada Kepala BKAD. 

Po.snl 48 

(I) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (31 huruf e dan huruf b di]ekukan 
mclalui pemindahbukuan dari RKUO ke kas daerah 
Kabupatcn/Kota. 

(21 Penyaluran bagi hasil PBBKB dilakukan paling \ambat 7 

(tujuh) hari kerja setelah berakhimya jangka waktu 
yang menjadl dnsar pcnghitungan bagi hasil Pajak. 

(3! Pcnyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksana.kan 
berdasarkan ketentuan pcraturan perundang-undangan 
mengenai tata cara pcmungutan dan pcnyctoran Pajak 
Rokok. 

Bagian Kelimabetas 
Pemanfaatan Pajak 

Po.sal49 

(I) Hasil pcncnmaan Pajak dimanfaatkan dengan 
ketentuan: 

a. paling l!Cdikit 50% (lima puluh persen) dari 
penerimaan Pajak Rokok digunaknn untuk 
peningkatan pelayanan keschatan masyarakat dan 

penegakan hukum; dan 
b. pnling sedikit 1,5% (so.tu koma Hrna persen) dari 

penerimaan PBBKB, setelah dikurangi bagi hasil 
pajak, digunakan untuk meningkatkan kualitas 

v 
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untuk •= 
Pajak 

pelayanan pembayarnn Pajak 
mengoptimalkan pemungutan 

bersangkutan. 
12) Alokasi pemanfuato.n Pajak Rokok seba.gaimana 

dimaksud pada ayat ( l f huruf a, ditetapkan lebih Ian jut 
oleh Gubernur. 

(31 Alokasi pcmanfaatan PBBKB sebagaimana dimaksud 

pada ayat Pl huruf b, ant.are lain digunakan un1uk 
membiayai kegiaum optimalisasi pemungutan Pajak 
Daerah yang dikerjawmakan dengan Pcmerintah, 
Pemerintah Kabupaten/ Ko1a dan Pihak Ketiga. 

Bagian Kee.nambelas 
Pengawasan dan Pemeriksawi Pajak 

Pasal 50 

(I) Oubemur melakukan pengawasan dan pemeriksaan 
pajak. 

(2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) eecara teknis di!akukan olch Kepala 

Bapenda dan/atau pemeriksa fungsional. 
(31 Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) antara lain dilakukan pada DEPO, 
SPBU,SPBT, APMS, PSPD. SPBB. SPBG dan penyedia 
bahan bakar lainnya, yang dijual maupun digunakan 
sendiri pada semua sektor usaha baik yang berada di 

darat maupun di laut. 
(4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pnda ayat Pl, dapat dilakukon Tindaka.n Penelitian 
untuk menguji kepatuhan wajib pajak. 

(SI Tindakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
!2), dapat bcrupa: 

a. pcnelusuran dokumcn penjualan/penyaluran BBKB 
pada Pcnyedia dan agcn; 

b. pcne.lusuran dokumen pembehan BBKB pada 

konsumen akhir: 
c. meminta bukti pembelian/penjuo.lan atau bukti 

pemcsanan BBKB; 

d. memenksa surat bukti pcmbayaran dan landa 
pelunasan pejak: 

e. memenksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan 
oleh Wajib Pajak: 

f. memenksa titik-titik penyimpanan BBM: dan 
g. meminta bantuan alat ncgara untuk mcmcriksa 

temper tenentu. 
(6) Pcngusa.ha. Pemihk, Pengurus, dan karyawan wajib 

mcngizinlro:n, membantu, dan memberikan ket.erangan 
kepada petugas dalam rangka pcmeriksaan 
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scbagaimana dimaksud pada eyar (31. 

(7) Tata cara pemcriksaan Jcbih lanjut berpedoman pada 
kctcntuan peraturan perundang-undangan mcngcnai 
pcmeriksaan di bidang pajak docrah. 

Bagian Kctujuhbelas 
Imensrfikasi Pajak 

Pasal 51 

(I) Kcpala Bapenda dapal melakuk.an kcrja same dcngan 
instansi/unit keJJa tcrkan untuk kclancaran dan 
optimalnya pemungutan PBOKB dan Pajak Rokok. 

(2) Kcrja same scbagaimana dimaksud pada ayat Pl 
dilakukan dengan aparat penegak hukum, Badan 
Pcngatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migasj, instansi 
yang mcncrbitkan perb:inan, Direktorat Jcnderal Pajak 
dan Dircktorat Jcndcral Dea Cukai Kcmcntcrian 
Kc:uangan Rcpublik Indonesia, den pemcrintah daerah 
Jainnya scsuai dc:ngan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

BABIV 

PAJAK !\LAT BERAT DAN PAJAK AIR PERMUKAAN 

Bagian Kcsatu 
Umum 

Pasal 52 

(11 Sctiap kepemilikan dan/atau penguasaan Alnt Bernt 
mcrupakan objek PAB. 

(21 Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Permukaan merupakan objek PAP. 

(31 Pemungutan PAB dan PAP dilakukan oleh Kepala 
Bapcnda melalui Kcpa]a UPTO. 

(4) Objek PAB dan PAP sebngaimana dimaksud poda ayat 
(1) dan ayat (21 wajib didaftarkan di Oaerah mclalui 
Ba pend a. 

(51 Sclaku pcmungut PAB dan PAP. Bapenda wajib 
melakukan tntensifikasr dan ekstensifikasi pemungutan 
sccara maksimal dengan lidak mengabaikan ketcntuan 
peraturan pi:rundang-undangan yang \ebih tinggi dan 
kepentingan umum. 

Pa-I 53 

[I] Setiap pengambilan dan/atau pcmanfaata.n Air 
Pcrmukaan wajib memperoleh izin dari lnstansi yang 
berv.•cnang mcnerbitkan penzinan dan nonperizinan 
eerta wajib mcnggunakan alat ukur debit air. 

v 
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(21 Pemungutan PAP dilakukan tcrhadap orang pribadi atau 
badan yang mclakukan pengambtlan dan/atau 
pcmanfaatan Air Pcrmukaan. boik yang memiliki izin 
maupun yang LJdak mcmiliki izin. 

(3) Bapenda harus mendorong wejib pajak yang bclum 
memilik:i izin untuk bermohon izin ke lnstansi yang 
bcrwenang dan meluporkan wajib pajak tersebut ke 
instansi pcmberi izin. 

Pasal 54 

{I) Sadan dan pcrorangnn ynng memperolch izin 
pcngambilan, pcngelolaan dan/atau pemanfaatan Air 
Pcnnukaan wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda 
melalui Kcpala UP'TB paling lambat 1 (satu) bulan 
sctclah tanggnl terbitnyo surot u:tn dan/atau 
rckomendasi. 

(2) Kepala UPTB melakukan koordmasi yang mtensif den 
cfcktif dcngan lnstansi yang bcrwenang mcnerbitkan 
penzman dan nonperizinan di wilayah masing-mosing 
untuk mendapatkan data tcrkait it.in maupun 
rckomcndasi pengclolaan dan pcmanfaatan Air 
Pcnnukaan yang ditcrbitkan. 

(3) Kepala UPTB mcnginvcntarisir surot izin dan/atou 
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11 dan 
ayat (2] clan mclakukan pendatoan dan survei lokasi, 
dalam rangka pemungutan Pajak. 

Bagian Kcdua 
Masa Pajak 

Pasal 55 

(11 Masa PAB adalah 12 (dua bclas) bulan bcrturut-turut. 
(2) Masa Pajak PAP adalah l (satu) bulan kalender, kecuoti 

terhadap objek pajak yang usahanya diatur dcngan 
kontrak karya bersama Pcmerintah Pusat, masa 
pajaknya ditctapkan 3 (tiga) bulan kalcndcr. 

Bagian Kctiga 
Tata Cara Pemungutan PaJak Dacrah 

Paragraf I 
Pendaftaran Objek Pajak 

Pasnl 56 

Pl Wajib pajak mcndaftarkan dan mclaporkan objck 
pajaknya kepada Kepala Bapenda dengan mcnggunakan 

v 
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SP30. 
{2) Berdasarkan SP3U sebagaimana dtmaksud pada ayot 

(I), Wajib Pajak mendnpatkan NPWPD atau nomor 
registrasi. 

(3) NP\VPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
orang pelbadr drhubungkan dengan Nomor lnduk 
Kependuduknn sednngkan untuk Sadan dihubung.kan 
dengan Nomor lnduk Herus.aha. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak udak mendafiarkan diri, Kepala 
Sapenda secara jabman menerbukan NPWPD dan SKPD 
berdasarkan dam yang diperoleh atau dimiliki oleh 
Dae rah. 

(5) Sentuk dan isi SP3D scbagaimana dimak:sud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lamptran VU yang mcrupakan 
bagian tidak rerpisahkan dori Peraturan Gubemur ini. 

Pasal 57 

(11 Pendaftaran objek PAS dilakukan paling lama: 

a. 30 (1iga puluh) huri sejak Alai Berat berade di 
Deerah untuk objek baru; dan 

b. pada sa.al jatuh tempo untuk pembayaran PAB 
tah.un berikutnya; 

(21 Pendaftaran objek PAP dilakukan paling Jama: 

a. 30 {liga puluh) hari scjak dilakukannya pengambilan 
dan/alau pemanfaatan Air Permukaan untuk objek 
baru; dan 

b. 3 han kcrja sctclah berakhimya masa pajak untuk 
pcmbayaran PAP bcrikutnya. 

(3) Wa11b pajak yang tidak mclaksanakan ketcntuan 
sebagrumana dimaksud pada ayat ( 11 dan ayat 12) 

dikenakan sanksi adrtusustratif berupa bunga eebesar 

I% (satu cersenl per bu Ian dari pajak terutang untuk 
paling Jama 24 {dua puluh cmpat) bu1an. 

Pasal 58 

(1) Bapcnda mctakukan pcndataan. pengumpulan 
informas1, dan monitoring untuk mcnguJi kcbcnaran 
data yang disnmpaikan dalam SP30 dan/atau untuk 

mcndapatkan data objck dun subjck pajak baru. 

(2) Pendataan !:lelJagaimana dimaksud pada ayal (IJ 
dilakukan o!ch UPTB dan dapat bekerja sama dengan 
lnstansi yang mcmb1dangi urusan Energr dan Sumbcr 
Daya Mineral, Sumbcr Daya Air, Cipta Katya dan Tala 
Ruang. Lingkungan Hidup dan Kehutanan. serta 
lnstansi lerk.eit lainnya. 

v 
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Pa.ragral2 
Penetapan Pajak 

Pasal 59 

( 11 PAB dan PAP merupakan Pajak yang di pun gut 
berdaaarknn pcnetapan Bapenda. 

(2) Pajak ierutang ditctapkan dcngan SKPD berdasa.rkan 
SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) 

atau berdasarkan hasil pendataan, pengumpulan 
infonnas1, monitoring dan penelitian sebagaimane 
dimaksud dalam Pasal 58 ayat fl). 

13) Bentuk clan 1s1 SKPU sebagaimana dimaksud pada ayat 
{2) tercantum dalam L.ampiran VIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahken dari Peratlll1lII Oubernur ini. 

Pasal60 

fl) Besarnya PAB terutang dihitung dengan cara 
mengalikon 1nrif pajak dengan Dasar Pengenaan PAS. 

(2) Dasar Pengenaan PAH sebagaimana dimaksud pada ayat 
(II adalah NJAB. 

(3) NJAB sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) berpcdoman 
pada peroturan Menteri. 

(4) Do.lam hat terdapat Alat Berat yang betum ditetapkan 
NJAB-nya sebagaimaml dimaksud pada ayal (3), 
Gubemur dapat menetapkan tentang NJAB alas Alai 
Beret sampai dengon ditetapkannya NJAB oleh Menten. 

Pasal 61 

( l) Peneiapan be,amya PAB terutong dalam SKPD dihitung 
untuk ja.ngka waktu 12 (dun belas) bulan benurut· 

turut, terhitung sejak kcpcmilikan dan/atau 
penguasaan Alat Berat secara sah alau sejak tanggal 
Jatuh tempo pcmbayaran pajak berikutnya. 

(2) Dalam ha! Alat Berat yang masuk kc Daerah telah 

membayar PAB dari Daerah Asal, maka PAB dipungut 
untuk masa pajak berikutnya. 

(3) Apabila Wajib Pajak tctap membaya.r PAB di daerah asal, 
maka PAB letap dipungut di Daerah dan WaJib Pajak 
dapat meminta rcstitusi kc dacrah asal. 

Pasal 62 

( 11 

(21 

Penetapan PAP dihitung mulai dari sumber pengambilan 
dan/1uau pema.nfantan Air Pcrmukaan. 
Besarnya PAP dihitung dcngan cara mengalikan tarif 
pajak dengan NPAP. 

v 
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(3) Bcsaran NPAP sebagaimana dimakaud pada ayat (2) 
diretapkan dengan Peraturan Gubemur dengan 
berpedoman pada pcraturnn menteri yeng membidangi 
pckerjaan umum dan pcrumahan rakyat. 

Pasal 63 

Ill Pcnctapan PAP tcrhadap pengambilan dan/atau 
pcmanfaatan Air Permukuan yang tida.k menggunakan 
alat ukur debit/volume air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 ayat (II, ak.an dihilung secara taksasi 

dengan penamba.han :scbesar pcrsentase kehilangan air 
berdas.arkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan 
atau pemeriksa (ungsional yang sah Jainnya, dikurangi 
20% (dua puluh persen] yang merupakan ba1a, tolerunsi 
kehilangan air. 

(2] AJ')llbila tidak ada has1l audit yang mcnyatnkan tingkat 
kebocoran air, maka penambahan basil penghitungan 
ta.ksasi adalah scbesar 35% (tiga puluh tima persen]. 

Pasal 64 

(I) Dalam ha] berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain temyata jumlah pajak yang terutang 
lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung 
berdasarkan SP3D yRng disampaikan oleh wajib pajak, 
Kepala Bapenda menelapkan kekurangan pajak 
terutang dengan menggunakan SKPD. 

(2) Penetapan pajak terutang scbagaimana dimaksud pada 
ayot (I) tanpa dikenakan sanksi administrati(. 

(3) Pajak terutang dapat ditetapkan dan ditagih paling lama 

5 [lima] tahun scjak terutangnya pajak. 

Paragraf3 
Pembayaran Pajak 

Pasal 65 

(1) Pemungutan PAB dan PAP dilarang diborongkan. 
(2) PAB dibayar sekaligus untuk jangkll waktu 12 [due 

belas bulan kc dcpan). 
(3) Pembayaran PAB 1erutang dilnkukan paling lama 30 

(tiga puluh) hari sejak Alai Bernt beruda di Daernh, atau 

pada tang.gal jatuh tempo yang ditetupkan da!am SKPD. 
(4) Pemrniyaran PAP terutang dilakukan dalam waktu 10 

(sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD a.tau paling 
lambat 25 [dua puluh hma] hari sc1elah berakh1mya 
masa pajak. 

(5) Dalam hal jotuh tempo pembnyoron jotuh podo hari 
Ii bur, maka pembayaran dapat di[akukan pada hari 

v 
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kerja berikutnya. 
(6) Dalam hal Waj1b 1'11.jak tidak membayar tepat pada 

waktunya scbagaimo.na dimaksud pada ayat 131 da.n a,yat 
(4), dikenW sanksi o.dministratif berupa bunga scbesar 

1% (satu pcrsen) per bulan dari Pajak terutang yang 
lidak atau kurang dibayar 111au disetor, dihnung dari 
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk jnngko. waktu paling lama 24 (dua 
pu\uh cmpat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 

pe,nuh I (satul bulan dan ditagih dengan menggunakan 
STPD. 

(7) Bentuk dan isi STPD tcrcantum dalam La.mpiran IX 

yang merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari 

Peraturan Gubemur ini. 

Pasal 66 

(II Wajib PAB dan PAP melakukan pcmbayaran pajak yang 
terutang dengan menggunakan SKPO dan/atau SSPD 

sccara non tunai. 
121 Pt:mbayaran pujak sebagaimana dimaksud pe.da ayat (2) 

dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis 
clektronik. 

131 Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 
tel :.cdiu., pemlJa.yaran p.tjak dilakukan secara Non Tonai 

langsung kc RKUD. 

141 Tanda bukti pembayaran secara non tunai merupakan 
aJat bukti pembayaran yang sah. 

Bagian Kcempat 
Pembukuan dan Pelaporan 

Pasal 67 

(1) Bcsamya pcnetapan dan pembayaran pajak dicatat dan 
dihrmpun dalam Buku Pencrimaan Pajak. 

(2) Buku Penenmaan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) memuat Dafter Pcnctapan, Penerimaan dan 
Tunggakan Pajak. 

(3) Daftar penetapan, pencrimaan, dan runggakan 
scbagaimana dimaksud pnda ayat (2) mcnjadi dasar 
pclaporan reahsasi pcncnmaan dan tunggakan pajak 
secara bcrkclanjutan, sesuai mesa pajak. 

(4) Laporan sebagai.mana dimaksud pada ayat (3) 
drsampejkan okh mu.sing-masmg Kcpola UPTB kcpada 
Kepnln Bapendn paling lambat 7 (tujuh) hari kcrja bulan 
berikutnya. 

(SJ Bentuk dan isi Buku Penenmaan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat \I) tercantum dalam Lamplran X 

yang merupakan bagfon udak terpisehkan dari v 
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Peraturan Gubcmur ini. 

Bagian Kclima 
Penagihan dan Kedaluwaraa 

Paragraf l 

Penagihan 

Pusal 68 

(I) Utang Pajak yang terc:antum dalam SKPD, Surat 
Keputusan Pcmbctulan, Surat Keputusan Kebcratan, 
dnn Putusan Bending merupakan dasar Penagihan 
Pajak. 

(2) Alas dasar Penagihan Pajak scbagalmana dimaksud 
pada ayat fl), utang pajak yang belum jaLuh tempo 
pemboyara.n ntau pelunasan, dapat dilakukan imbauan. 

(3) Dalam hal dasar l'cnagihan Pajak sebo.gaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 J tidak diluna.si setelah jatuh 
tempo pembayaran ntau pelunesen. dapat dilakukan 
Penagihan Pajak. 

P11�1 69 

(II Dalam rnngka Peno.gihan Pnjnk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 68 ayat \3), Kepa.la Bapenda dapat 
menerbitkan STPD dalam jangka waktu paling lama 5 

(lima) lahun sejak terutangnya pajak. 
(21 Kepala Bupenda menerbitkan STPD dalam ha.I: 

a. Pajak u:rutang dalo.m SKPD, tidak atau kurang 
dibayar setelahjatuh tempo pembayaran: 

b. Surat Kepurusan Pembctulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding, tidak atau lrurang 
dibayar serelah jaruh tempo pembayaran: atau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau dcnda. 
(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat {2) hwuf a, berupa pokok Pajak yang kurang 
drbayar ditwnbah dengan pembcrian sanksi 
administratJ.f bcrupa bunga sebeser 1% (satu perscn) per 
bulan dan Pajak yang kurnng dibayar, dihitung dari 

tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk jangka waktu paling Jama 24 (dua 

puluh empat] bula.n sejak saat terutangnya Pajak serta 
bagum dan bulan dihitung penuh I (satu) bulan. 

(4) Jumlah tagihan dajam STPD sebagaimana dimaksud 
pade ayat (2) huruf b, rtikenai sanksi admini8lnllif 
llerupa bunga :scbesar 0,6% fnol koma cnam per11en) per 
bulan dari Pajak yang lidak ntou kurang dibayar, 
dihitung dari tangga.1 jatuh tempo pembayaro.n sampai 

v 
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dengan tanggal pcmbayaran, untuk jangka waktu paling 

Jama 24 (dua puluh empat) huhm sejak saat 
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung 
penuh I (satu) bulan. 

Pasal 70 

(I) Pajak yang tcrutang berdasarkan STPD yang tidak atau 
kurang dibayar olch Wajib Pajak sampai dengan tanggal 
jatuh tempo dapa! ditagih dcngan Surat Paksa. 

{2) Penagihan dcngan surat Paksa scbagaimana dimaksud 
pad a ayat (I)  dilakukan olch Kcpala Bapcnda. 

(3) Penagihan dengan Surat Paksa scbagaimana dimaksud 
pada ayat j2J, dilakukan setelah melalui mekanisme 
sebagai berikut: 

a. surat tegurnn, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
terhitung sejak jatuh tempo pembayaran; 

b. Surat peringatan, dalam jangka waktu 7 ftujuhj hari 
terhitung sejak diterbitkannya surat teguran: dan 

c. surat perintah pene.gihan seketika dan sekaligus 
dan/atau surat lain yang sejenia. dalam jt1J1gka 
waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditcrbitkannya 
surat peringatan. 

(4) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka 
waktu 2 x 24 jam scsudah tanggal pcngcluaran surat 
pokSll, Kcpala Bapcnda mcncrbitken Sunlt Pcrintah 
Pclaksanean penyrtaan seauar dcngan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

{5) Ketentuan lebih \anjut mcngenai Penagihan berpcdoman 
poda ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 71 

(I) Dalam rangka melaksanakan P<cnagihan dcngan Surat 
Pnksa sebagnirnnna dimaksud dnlam Pa!WJ 70 ayat 111 
Kcpala Bapcnda berwcnang untuk: 
a mengangkat dan memberhcntikan JurusilO Pajak: 

•= 
b. menerbitkan: 

I. Surat Tcguran; 
2. surat perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus; 
3. Sura1 Paksa; 
4. surat pcrintah mclaksanakan penyitaan; 
5. surat perintah pcnyandcraan; 
6. surat pencabutan sita; 

7. pcngumuman lelang; 
8. surat pcneruuan harga limit: 
9. pcmbatalan lclang; dan 

v 
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10. sural lain yang drpcrlukan untuk pelaksanaan 
Pcnagihan Pajak. 

(2) Jurusitu Pajak scbagaimona dimaksud pada ayat (I) 
huruf a melaksanakan Pcnagihnn Pajak sesuai dengan 
kctcruuan pcraturon pcrundang-undangan. 

Poragrnf2 
Kcdaluwarsa 

Pasal 72 

Ill Hak unruk melakukan Pcnegihan Pajak sebagoimana 
dimaksud dalam Pasal 68 ayat 11) menjadi kedaluwarsa 
sctelah melampaui waktu 5 (lirnaj tahun terhitung sejak 
seat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. 

(2) Kedaluwarsa Pcnagihan Pajak scbagaimana dimaksud 
pada ayat (ll tertangguh apabila: 
a. dnerbukan Surat Tegurnn dan/atau Surat Paksa; 

AIRU 

b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, bailc 
langsung maupun tidak Jangsung. 

(3) Dalam hal diterb!lkan Surat Teguran dan/atau Surat 
Paksa sebagaimana dimnksud pada ayat {2) huruf a, 
kcdaluwar:,;a Penagihan dihitung sejak umggal 
pcnyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Pakaa. 

(4) Pengakuan utang Pajak secom \angsunR scbaga.imana 
rlimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain epabtla 
Wajib Pajak dengan kesadarennya menyatakan masih 
mcmpunya.i utang Pajak dan belum mclunasinya kepada 
Pemcnntah Daerah. 

(5) Pcngakuan utang PaJnk secara lidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dapat 
dikctahui dari pcngajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan kcbcratan 
olch Wajib Pajak. 

(61 Oalom hal ada penpkuan utang Pajnk dari Wajib Pajak 
sebnga.imana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal 
pengakuan tersebut. 

(7) Piutang Pajak yang tidak rnungkin ditagih lagi karcna 
hak untuk mclakukan Pcnagihon sudah kedaluwaraa 
atau lcarcna scbab yang lain dopat dihapuskan. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 
piutang Pajak llerpcdoman pad.a kcten1uan peraturan 
perundo.ng undungnn yang belaku. 
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Bagian Keenam 
Pcmbetulan dan Pcmbatalan Ketetapan Pajak 

Pasal 73 

(I) Kepala Bapenda luuena jabsitannya atau kattna 
pennohonan Waj1b Pajak dapat membetulkan SK.PD 
atau STPD yang dalam penerbitannya tcrdapal 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kckcliruan 
dalam pcnerapan peraruran perundang-undangan 
perpajokan daemh. 

(21 Pembetulan sebagaimur,a dimaksud poda ayat (I) 
dnetapkan dalam Surat Kcputusan Pembetulan. 

{31 Dalam ha] pembetulan didasarkan atae permohonan 
Wajib Pajak sebagatmana dimaksud pada ayat (II, 
Kepala Bapenda menindaklanjuti pcrmohonnn tersebut 
dengan melakukan penclitian tcrhadap permohonan 
Wajib Pajak. 

(4) Dalam rangka penclitian sebagaimana dimaksud pada 
nynt (3), Kcpala Bapenda dapat mcminta data, informasi, 
dan/atau kctcrangan y1:1.ng diperlukan. 

(5) Dalnm hal pcmbetulan diduarkan alas pcnnohonan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Kepala Bapenda wajih mcncrbitlcan Surat Kcputusan 
Pembetulan eebagaimana dimaksud pada 11.yat (21 dalam 
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
surat pcrmohonan pembetulan diterima. 

(6) Surat xeputusan Pemberulan scbagaimana dimaksud 
pada ayat 15) berisi kcputusan berupa: 
a. mcngabulkan permohonan Wajib Pajak dcngan 

mcmbctu!kan kcsalahan atau kekeliruan yang dapat 
berupa menambahkan, mengurangkan, atau 
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, 
maupun sanksi administratif bcrupa bunga, dcnda, 
dan kcnaikan Pajak; atau 

b. mcmbatalkan STPD atau membatalken hasil 
Pemertksaan mnupun ketctapan Pajak yang 
dilaksanakan atau dncrbitkan tidak sesuai dengun 
tata cara yang ditenrukan; dan 

c. mcnolak permohonan Wajib Pajak. 

Pasal 74 

(11 Pcrmohonan pembetulan atau peml.iatalan ketetapan 
pajak harus disampaikan kepadn Kepalo Bnpenda paling 
!ambat :10 (1iga puluh) hari kalender sejak diterima.nya 
surat ketetapan al.au surat tagihan. 

(2) Permohonan scbagaimana dunaksud pada ayat I I) 
diajukan secara tertuhs dalam Bahasa Indonesia dengan 
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disertai alasan yang jelas dan drlengkapi dokumen 
pendukung yang diperlukan. 

(31 Kcpala Bopenda menindaklanjuti permohonan 
sebogaimano. dimaksud pada ayal (l) dengan melakukan 
penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak. 

(4) Pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat !21 tidaJc: 
mcnunda kewejiben mcmbayar pajak. 

Pasal 75 

Ill Kcpala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan 

Pembetulon otou pembatalan kclctapan pajak dalam 
jangka waktu paling Jama 6 [enam] bulan sejak tanggal 
aurat permohonan diterima 

(21 Apabila sampai batas waktu sebegajrnana dimak.sud 
puda ayat (I) tidak dipenuhi, maka pcrmohonan Waj1b 
Pajak dianggap dikabulkan. 

Pasal 76 

(1) Kepa.la Bapcnda berwenang meJakukan Pcmcriksaan 
untuk mengujr kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak 
dan tujuan lain dalam rangkll melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang undongan mengc:nai Pajak dan 
Retribusi. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemcnuhan 
kewajiban pcrpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(IJ dilakukan dalam ha!: 
a. Wajib Pajak mengajukun pengemboliun ato.u 

kompcnsasi kelebihan pembayaran Pajak; 
b. tcrdapat kcterangan Jain berupa data konkret yang 

menunjukken bahwa Pajak yang terutang udak atau 
kurang drbayar: atuu 

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan 
Pcmeriksaan berdasarkan analisis risiko. 

(3) Pemenksaan untuk tujuan lain scbagaimana dimaksud 
puda ayat (I) d!lakukan puling sedikit untuk: 
a. pcmberian NPWPD secarajabatan; 
b. penghapusan NPWPO; 
c. pcnyelesaian pennohonan kebcratan Wajib Pajak; 
d. pencocokan data dan/atau ulat keterongan; 
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak; 

dan/atau 
f. tindUX lanjut has,! monitoring, evaluasi dan/atau 

penetitian pajak. 
(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagalmana dimaksud 

pada ayal {31 meliputi penentuan, pencocokan, at.au 
pengumpulan materi yang beTknitan dengan tujuan 
Pemeriksaan. 
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(5) Ketcntuan lebih lanjul mengenai tata cara Pemcriksaan 
bcrpedoman pada PtrRtumn Menteri Keuangan 
mengenai pedoman pemeriksuan pajak. 

Pasal 77 

penugasan bukti dan 

(I) Dalam petaksanean Pem"'riksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Paso! 76, kewejiban Wajib Pajak yang 
diperiksa mcliputi: 
a. memperlihatkan dan/alau mcminjamkan buku at.au 

catetan, dokumen yang menjarli da.!19.mya, dan 
dokumcn lain yang bcrhubungan dcngan objek Pa.Jak 

yang tcrutang; 
b. memberikan kcsempatan untuk mcmasuki tcmpat 

atau ruangan yang dianggap pcrlu dan memberikan 
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau 

c. membcrikan keterangan yang dipcrlukan. 
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76, hak Wajib Pajak yang 
diperikso paling eedlku: 

a. meminta idenutaa 
Pcmcriksaan kcpada pemcriksa; 

b. mcminta kepada pemeriksa untuk memberikan 
penje!asan tcntang alasan dan tujuan Pcmeriksaan; 
dao 

c. mcncrima dokumen hasil 
mcmberikan tanggapan arau 

Pemcriksaan 
penjelasan alas 

scna 
hasil 

Pemeriksaan. 
(3) Dalam hal WaJib Pajak tidak mcmcnuhi kewajiben 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besamya Pajak 
tcrutang ditctopkan sccarn jabatan. 

Bagian Ketujuh 
Keberatan dan Banding 

Paragraf I 
Keberatan 

Pasa! 78 

(I) WDJib Pajak dapat mcngajukan kcberatan kepada 
Gubcmur mclalui Kepala Bapenda terhadap SKPD dan 
Surat Ketetapan Pajak lainnya. 

(2) Keberatan sebagarmana dimaksud pada ayat Ill 
diajukan secara tcnulis dnlnm hahasa Indonesia dengan 
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah 
Pajak yang dtpotnng atau dipungut, berdasnrkan 
pcnghitungan Wajib Paj11k, dengan disenai alasan yang 
jclas. 

(3) Pengajuan kcberotan sebagaimana dimoksud pada ayat 
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(I) hams diajukan dalam jangka waktu paling Jama 3 
(tiga) hulan sejak tanggal SKPD dikirim atau tanggal 
pemotongan atau pemungutan, kccuali jika Wajib Pajak 

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipcnuhi karena keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana climaksud pada ayat (31 
meliputi: 
a. bencano olom; 
b. kcbakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru hara; 
d. wabah penyakit; dan/atau 
e. kecelokaan/musibah yang tklak dapat dihindan. 

(51 Keberatan dapat dtajukan apabila Wajib Pajak tclnh 
membayar Pajak terntang dalam SKPD paling sedikit 
scjumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(6) Keberatan yang tidak mcmenuhi persyaratan 
sebaga.imana dimaksud pada ayat fl), ayat 121, ayat (3) 

dan ayat (5) tidak dianggap scbagai surat kcberatan. 
(7) Tanda penerimaan surat keberatan dari Bapenda 

kepada wajib pajak, mcnjadi tanda bukti penerimaan 
surat keberatan. 

(8) Dalam hal wujib pajak mengajukan kcberatan, jangka 
waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar 
pada saat pengajuan, tertangguh sampai dcngan I 
(satu) bulan sejak tanggal pencrbitan Surat Keputusan 
Keberatan. 

Pasal 79 

(II Gubcrnur me!a!ui Kepala BapendA harus memberi 
kcputusa.n atas keberatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 78 ayot ( I) yang diejukan oleh Wajib Pejak, 

(2) Dalam memberikan keputusan scbagaimana dimaksud 

pada ayat (J), Gubemur melatui Kepala Bapcnda dapat 
mclakukan Pemcriksaan. 

(3) Kcputusan Gubemur sebngaimana dimaksud pada ayat 
{I) ditctapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (duo 
bt:las) bulan sejak 1anggal suml keberatan diterima. 

14) Kcputusan Gubemur atas keberatan dapat berupa: 
a. mcnerima seluruhnya; 
b menerima sebagian; 
c. menolak; atau 
d. mcnambah bcsamya jumlah Pajak yang terntang. 

(51 Apabila dalam jangkn waktu sebagaimana drmaksud 
pada ayat (3) Gubemur titlak mcmberi suatu keputusan, 

keberatan yang diajukan lcrsebut dianggap diterima 
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Pasal 80 

(IJ Dalam hal pcngajuan kebera1an Pajak dikabulkan 
sebagian atau seluruhnyn, kelcbihan pcmbayaran Pajak 
dikembalikan dengan d.itambah imbalan bunga sebesar 
0,6% (no] koma enam peraen] per bulan dihitung dari 
Pajak yang lcbih dibayar untuk jangka wak:tu paling 
lama '24 (dua puluh empat] bulnn serta bagian dari 
bu Ian dihitung pcnuh I [satu] bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat {I) 
dihitung !ICjak bulan pelunesan aampar dcngan 
ditcrbilkannya Surat Kcputusan Keberatan. 

(31 Dalam ha] keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dilcabulkan scbagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 

odministmtif bcrupa dcnda sebesar 30% (tiga puluh 
pcrsen) dari jumlah Pajak berdeaarkan kcputusan 
ktberatan dikurangi dengan Pajak yang tclah dibayar 
sebelum mengajukan kclx:ratan. 

raragraf'2 
Banding 

Pasul 81 

(I) Wnjib Pajak dapat mengujukan permohonan bnnding 
hanya kcpada badan pcradilan pajak atas Surat 
Kcputusan Keberatan yang ditctapkan oleh Gubcrnur 
scbagaimana dimaksud dalnm Pasal 79 paling lama 3 
[tiga] bulan sejak keputusan duerima dengan dilampiri 
salinan Surat Keputusan Kcberatan. 

!2) Pcnnohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 
(II diajukan eecera tcrtulis dalam bahasa Indonesia dan 
dcngnn disenai alas.an yang jelas. 

13) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai 
dengnn I jsaru) bulan sejuk tanggal penerbitan Putusan 
Banding. 

(4) Pengajuan banding di!aksanakan sesuai dcngan 
ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 82 

I 11 Oalam haJ permohonan banding drkabulkan sebagian 
atau seluruhnya, kclt:bihan pcmbeyaran Pajak 
dikembalikan dcngnn d,tambah imbalan bunga scbesar 
0,6% (nol koma enam pcrsen) per bulan dihitung dari 
Pajak yang lebih dibayor untuk jangka wak.tu paling 
lama 24 fdua puluh cmpat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh I [satu] bulan. 
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(2) lmbalan bunga sebagaimana dunaksud pada ayat (I) 
dihitung �jek h11IAn pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Putusnn Banding. 

(31 Dalam ha] Wajib Pajak mengajukan permohonan 
banding, sanksi adminisu-aur berupa dcnda sebesar 
30% ftiga puluh persen] sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 80 ayat (3) tidak dikenakan. 

(4] Dalam haJ pennohonan banding ditolak atau 
dikabulkan ubagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh 
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan 
Banding dikurangi dengan Pajak yang teloh dibayar 
sebelum mcngajukan keberatan. 

Bagian Kedelapa.n 

Tata cara pemberian keringanan, 
Pengurangan dan Pembebasan Pajak 

Pasal 83 

t 1) Gubernur dapat mcmberikan insentif pajok berupo 
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak yang 
berlaku umum sesuai kcbijakan Pemerinlah Pusat dan 
Daerah. 

{21 lnsentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dibcrikan etas pertimbangan untuk: 

a. menjalankan amanah pcraturan yang leblh tinggi: 
b. mendukung program stratcgis Pemerintah/Nasional; 
c. memberikan insentif fiskal kcpada pelaku usaha; 
d. memberikan kemudahan berusaha; 
c. mendorong perckonomian; 
f. kegiatan sossal, kcagamaan dan pemcrintahan; 

g. mcndulrung kcbiJakan stratcgis Pemerintah Daerah; 
dan 

h. mcncaptU sasaran tertentu yang merupakan 
kepentingan umwn maupun kepentingon 
Pemerintah Daerah 

(31 lnsentif Pajak sebagaimafUI. dimaksud pada aya1 (2) 

dnpat mencakup pokok tunggakan pajak dan/atau 
sanksr administraur. 

(4) lnsentif Pajak ditet.apkan dengan Kcputusan Gubemur 

Pasal 84 

(1) Gubemur dapat mcmberikan insentif paJak berupa 
pcngurangan, keringanan, dan pcmbebasan Pajak yang 
berlaku khusus untuk Wajib Pajo.k yang mengajukan 
pcrmohonan. 

(2) Pemberian inscntif pajak eebagaimana dimaksud pada 
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ayat (l) dilakukan etas pcrtimbangan; 
a. objek pajak rusak dan tidak dapat digunakan dalam 

jangka waktu tertentu: 

b. objek pajak musnah atau hilang: 
c. wajib pajak pailit; 
d. keadaan lcaha.r; 
e. kemampuan wajib pajak; 
f. mcndorong pcrckonomian duerah; 

g. kcgiatan sosial, kcagamaan dan pcmerintahan; 
h. mendukung program strategis pcmcrintah dacrah; 

a tau 

i. untuk mencopai tujuan tcrtentu demi kepentingan 
umum dan pcmerintahan. 

13) Pcmberian insentif pajak yang mcliputi pokok pejek dan 
sanksi administratif ditctapkan dcngan Keputusan 
Gubemur yang ditandatangani olch sekn::taris Oaerah. 

141 Pcmberio.n insenl.lf pojak khusus terhadap sanksi 
administralif berupa denda dan/atau bunga ditctapkan 
dcngan Kepurusan Gubernur yang ditandatangani oleh 
Kcpala Bapenda. 

(51 Pemberion kcringanon pajak ditetapkan olch kcpala 
Bapcnda. 

Pasal 85 

(II lnsentif pujak berupa pcngurnngan, keringanan, dan 
pembcbasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasa.J 
84 ayat ( 1 l d.iajukan oleh Wajib Pajak scca.ra tertulis 
kcpada Gubcmur me!alui Kepala Bapcnda. 

(2) Surat pcrmohonan scbagaimana dimaksud pada aya1 (\) 

dilampiri dcngan SKPD dan bukti-bukti pcndukung 
yang mcnyatakan kebenaran alasan pcnnohonan 
pcngurangan, keringanan dan pembcbasan pajak. 

(3) Gubemur harus memberikan Kcputusan pa.ling lambat 
12 (dua belas] Bulan scjuk surat pcnnohonan 

sebegarmana dimaksud pada ayat ( I). 
(4) Setelah lcwat jangka waktu 12 (dua belas] Bulan 

sebegarmana d.imaksud pada ayat (31, belum uda 
keputusan, permohonan pcngurangan, keringanan, den 
pembebasan Pajak dienggap dikabulkan. 

Bagian Kesembilan 
Kclebihan Pcmbayaran dun Restitusi 

Paso.186 

(I) Ke\ebihan pembayarnn dapat terjadi karena: 

a. kesalohon pcnetapan; 
b. 2 (dua) kali atau lebih pc.mbayaran untuk objek yang 

v 
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sarna; 

c. clitcrimanya pennohonan pembetulan, pembatalan, 
pengurangan kc1ct.apan at.au pengurangan sanksi 
aclministrasi; 

cl, clitcrimanya permohonan Kcberatan; atau 
e. clitcrimanya permohonan Banding. 

(21 Kclcbihan pembayaran diknmpenaasskan untuk 
mcmbayar kcwajiban pajak berikutnya dan/atau utang 
pajruc \ainnya. 

Pasal 87 

(I) Oa\am hal tidtuC acla kcwajiban pajak berilrutnya, 
maupun utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 86 ayat (2). Wajib Pajak clapat mcngajukan 
permohonnn pengcmbalian kclcbihan pemba.yo.ro.n atau 
restitusi. 

(2) Pcngajuan permohonan Restitusi sebagaimana 
climaksud pada ayat {I) dilakukan dengan cam sebagai 
benkut: 
a. wajrb pajok at.au kuasanya mengajukan eurat 

permchonan secara terrulls paling lambat 3 {tiga) 
bulan sejak tanggal kctelapan pajak/tagihan 
pnjak/kcputusan atas kcbcratan dan banding; 

b. melamprrkan fotokopi SKPD yang teluh lunas atou 
dokumen lain )'flng dipersamakan; dan 

c. rekomcndasi dari Kcpala UPTB sctempat. 
(3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 

(dua belnsf butan sejak diterimanya permohonan 
Reslitusi harus memhe.rikfm keputusan. 

(4) Dalam ha! keputusan tidak dibcrikan sampa.i dengan 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21, maka 
pemohonan dmnggap d1kabulkan clan SKPDLB hnrus 
tlilerbitkan dalam jangka wa.ktu paling lama 2 (dua) 
bulan. 

(SJ Pengembalmn kelebihan pembayaran harus dLiakukan 
datam waktu 2 (dua) bulan sejak dtterbnkannyu 
SKPDLB dengan menerbitkan Sura! Perintah Membayar 
Kclcbihan Pajak. 

{6) Dalam ha! pengembalian kclcbihan pembayaran pajak 
dilakukan setelah lewat waktu 2 {duaj bulnn sejak 
dilerbitkannya SKPDLB, WRJib pajak mencrima imbalan 
bunga sebcsar 0.6% {nol koma enam perKn) per l,u\an 
ates kelerlombatlln pembayaran tereebut. 



- 50 - 

Bagian Kcsepuluh 
Pcnghitungan Bagi Hasil Pajak Dacrah 

Pasal 88 

fl) Hasil pcnerimaan PAP yang berasal dari sumber arr 
hntas Kabupatcn/Kota, dibagi kcpada Pcmerintah 
Kabupatcn/Kota sebesar 50% {lime puluh perscn) 
dengan pole pembagren sccara proporsional 
berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah 
tangkapan air peda masing-masing Kabupatcn/Kota 
yang dialin sumber air yang bel"$llngkutan: 

(2) Hasil pcnerimaan Pajak yang sumber aimya 
terkonsentrasi pada saru Kabupeten/Kola, penerimaan 
Pajaknye diba�i kcpada Daerah asal scbesar 80% 
(delapan puluh persenJ. 

(3) Penetapan Alokasi Bagi Hasll PAP seba.gaimana 
dimaksud pada ayat ( 11 dan ayat (2) untuk masing­ 
masing Kabupetcn/Kota dldelegasikan kepeda Kepala 
BKAD. 

Pesa! 89 

(I) Penynlumn bogi hnsil PAP dilakukan mclalui 
pemindahbukuan dari RKUD ke kas docroh 
Kabupnten/Kota. 

(2) Pcnyaluran bagi hasil PAP dilakukan paling lambet 7 
jtujuh) hari kerja setclah bcrakhirnya jangku waktu 
yang menjadi dasar pcnghitungan bagi hasil Pajak. 

Bagian Kescbclas 
Pcmanfaatnn Pajak Daerah 

Pasal 90 

(I) Paling sedikit 20% (due puluh peraen] duri hasil 
penerimo.a.n PAP. setelo.h dikurangi bagi hasil pajak 
dlgunakan untuk peningkatan kualitas dan 
kcberlangsungan sumber daya air d1 Daerah maarng­ 
masing. dalo.m bcntuk biaya pcmeliharaan dan 
pengcndalian. 

(21 Paling sedikit 1,5% (satu koma lima persen) dari 
penerimaan PaJak Daerah, sctelah drkurangi Bagi Hasil 
Pajak da.n pcningkatnn kualitas aumber d1ty>1. air 
sebagaimana dimaksud pada 1,1ya1 (II, digunakan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran Pajak 
dan untuk mcngoptimalkan pemungutan Pajak yang 
bcrsangkutan. 

(3) Kcgiatan sebo.go.imana dimnksud pada ayat (2) dapat 
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dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupalen/Kota 

dan instansi terkait l!Unnya. 

Bagian Keduabelas 
Pengawasan dan Penelitian Pajak 

Posol 91 

( 11 Gubemur mdakukan pengawasan don penelitian pajak. 
(21 Pengawasan dan penelluan pajak scbagaimana 

dimaksud pada ayat ti)  secnro tcknis dilakuknn oleh 
Kepala Bapenda. 

(31 Peneliuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa Tindakan Penelitian untuk menguji kepatuhan 
wajib paja.k. 

(41 Tmdakan Pcnelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
{31, dapat berupa: 

a. pene!usuran dokumen kepemilikan dan/atau 
pengusuaan alat berat; 

b. penelusuran dokumen penjualan dan pendapatan 
hasil pengambilan/pemanfaatan Air Pennukaan; 

c. memenksa surat bukti pembayamn dan tanda 
pelunasan pajak; 

d. mcmcnksa dan menelili fokta-fnktn yang dilnporkan 
oleh Wajib Pajak; 

e. memcnksa titik-titik pengambilan dan pemanfaatan 
air dan aarana yang d!gunakannya; 

f. memcriksa penggunaan dan kelepetan alet ukur air; 
dM 

g. meminta bantuan alat negara untuk memeriksa 
tempat tertentu. 

!5) Pcngusaha. Pt:mLlik, Pengurus, den Karyawan wajib 
mcngizinkan, membantu, dan memberikan keterangan 
kepada petugas dalam rangko tindakan penelitien 
sebagaimana dimaksud ayat (4). 

(6) Pengawasan sebagatmana dimaksud pada ayat (2) dapat 
bekerja sama dengan lmnansi yang membidangi urusan 

Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air, 
Cipta Karya dan Tata Ruang, Linglrungan Hidup dan 
Kehutanan. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sen.a 

Inerunei terkait lainnya. 

Pasal 92 

( 11 Bapenda dapat mclakukan pengawasan dan penelitia.n 
untuk menguji kecenaran SP3D. 

(21 Pcngawass.n dan peneliuan sc:bagaimana dimak.sud 
pada ayut (IJ dopnt d1keqosamoka.n denga.n pemeriksa 

v 
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Iungsrcnal dan lnstansi terkait. 
(3) Apabila be.rdasarkan hasil Pengawasan dan Penelilian 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 dikctahui tcrdapal 
Pajak tcrutang yang tidak a tau kurang dibaya.r, Bapenda 
mencrbitkan STPU. 

14) STPD ::ieh11gaimana dimaksud pada ayat (3) 

mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak 

terutong ditamboh sanksi ndministrntif berupa bunga 
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak 
yang kurang dibayar, dihitung sejak saat tcrutangnya 
Pajak atau berakhrrnye masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak. atau Tnhun Pajak, untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empal) bulan serta bagian dari 

bulan dihitung penuh I {satu) bulan. 

Bagian Keugabelas 

lntcnsifikasi Pengelolaan Pajak 

Pasal 93 

fl) Kepala Bapcnda dapat mclakukan kerja sama dengan 
instAnsi/unit kcrja 1erkait kelanearan dan optimalnya 
pemungutan PAB dan PAP. 

{2) Kerjo soma scbagaimana dimaksud pada ayat (l] antare 

lain dilakukan dengan aparat pcnegak hukum, pihak 
ketiga, Pcmcrintah Pusat, dan pcmerintah daerah lain. 

BAl:I V 

PEMUNOUTAN RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Kesatu 
Jc:nis, Subjek, dan W11.jib Retribusi 

Pasal94 

(II ,Jenis Retribusi Dncrah yang diatur dalam l'eraturan 
Oubernur ini adalah: 
a. Retribusi Jasa Umum; 
b Retribusi Jasa Usaha; dan 
e. Rerribusl Perizinan Tertcntu. 

(21 Subjek Retribusi Jaso Umum merupnknn orong pribndi 
atau Sadan yang menggunakan atau menikmati 
pelayanan Retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ). 

(31 Wujib Relribu11i Ja� Um11m merupakan orang pribadi 
atau Badan yang menurut pcraturnn pcrundong· 
undnngnn diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi ates pclaya.nan. 
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Bagian Kedua 
Rctribusi Jasa Umum 

Pasal 95 

{I) Jenis pclayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa 
Umum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (l) 
hurur a mt:!iputi; 
a. pelayanan kesehatan; 
b. pelayanan kebersihan; dan 
c. pelayanan pasar. 

(2) Peloynnon sebogaimana dimaksud pada ayat (II 
mcrupakan pclayanan ynng disediakan atau diberikan 
oleh Pemenntah Oaerah bcrdasarkan kewenongun 
Daerah sebagaimana diatur dalam peratunm 
penindang�undangan. 

(3) Pelayo.nan sebognimano dimaksud pada ayat (21 
termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

Pasal 96 

Pelayanan kesehatan eebagarmana dimaksud dalam Pasal 95 
ayat t I) huruf a merupakan pelayanan kesehatan pada 
rumah sakit umum daerah, rumah sakit khusus daerah dan 
temper pelayanan keschatan lainnya yang sejenis yang 
dimiliki dan/atau dikelola olch Pemcrinta.h Dacrnh, kecua!i 
pclayanan administrasi. 

Pasal 97 

11 j Pela ya nan kebersrhan scbagaimana dimaksud do.lam 
Pasal 95 aya1 {ii hurur b merupakan pelayarntn 
kebersrhan yang dise!enggarakan oleh Pemerintah 
Daerah, mehpuu: 
a. pengangkutan sampah dari eumbernya dan/awu 

lokasi pembunngen sementara ke lokasi 
pembuangan akhir sampo.h atau pengolahan atau 
pemcsnahan akhir sampah; 

b. penycdiaan lokasi pembunngan atau pcngolahan 
atau pcmusnahai1 akhir =-ainpah; dan 

f2J Oikecualikan dan pelayanan kebersihan sebagarmana 
dimaksud pada ayat (II yaitu pelayanan kebcrsihan 
jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempal 
umum lainnya. 

Paso.198 

Pclayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat 
(11 huruf c merupakan pcnycdiaan fasilitas pasar sederhana 
dan modern, berupa lahan, pelatnran, los, kios atau toko, 
warung dan tempo! 1mnsaksi jual beli lainnya yang dikelolo 
olch f\;mcrintah Daerah. 
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Pasal 99 

( 11 Prinsip dan sasaran dalam penet.apan tarif Relribusi 
Jasa Umum ditetapkan dcngan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
ma.syarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian at.as pelnyanan tersebut. 

(21 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi 
biaya operasional dan pemehharaan, biaya bunga, dan 
biaya modal. 

(31 Dalam hal penetapan tarif hanya mcmperhatikan biaya 
penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 11, 
penetapan larif hanya untuk menutup sebagian bia.ya 
sebagaimana dimak:sud pada ayat (2). 

(41 Prmstp dan sasaran dalam penclapan tarif Retribu:si 
Jasa Umum yang diberik.an oleh BLUD ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Bagian Ketiga 
Rf"trihu11i .IAsa U�hA 

Pesel 100 

(II Jcnis penyediaan atau pclayanan Uanrng d11n/11tau jasa 
yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 aye.I (I) huruf b 
meliputi: 
a. penyedraan tempat kcgintan usaha berupa pa.sar 

grosir, pcrtokoan, dan lempat kegiatan u:saha 
lairmya; 

b. pcnycdiaan tcmpat khusus parkir di luar badan 
jalan; 

c. penyedraan tempat penginapan atau pesanggrahan 
atau vila: 

d. pclayanan jasa kcpclabuhanan; 
e. pelayanan tempat rckrcasi, pariwisata, dan 

olahraga; 
f. penjualan hasu produksr usaha Pemerintah Daerah; 

·� g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 
perangkat daerah dan/atau optim.alisasi aset 

Daerah dengan udak mengubah status kcpcmilikan 
scsuai dcngan ketentuan peratwan pc:;rundang­ 
undangan. 

(21 Penyediaan atau pt;!ayanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (JI disediakan atau drberikan olch Pemerintah 
Daerah berdasarkan jaso atau pelayanan yang d1benkan 
dan kewenangan Dnerah aebogaimana diatur dalam 
kctentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(3) Pelayanan :scbagaimana dimaksud pada ayat (21 

termasuk pclayanan yang dibcrikan o!ch BLUD. 
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Pasal 101 

Pcnyediaan tcmpat kcgiatan usahn berupa pasar grosir, 
pcrtokoan, dan tcmpat kegiatan usaha lainnya sebagaimana 
dirnaksud dalrun Pasal 100 ayat (1) huru! a merupakan 
penyediaan tempat kegiatan usaha berupa raeurtas pasar 
grosir dan fasilitas pasar atau pcnokoan yang dikontrakkan, 
acrta tempat kcgiatan usaha lainnya yang discdiakan atau 
disclenggarakan olt:h Pcmcrinlah Daerah. 

Pasal 102 

Penyediaan tcmpat khusus parkir di luar badan jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 00 ayat (I) huruf b 
mcrupakan penyediaan tempat khusus park:ir di luar badan 
jalan yang disediakan, dimihkr, dan/atau dike\ola oleh 
Pcmerintah Dacrah. 

Pasal 103 

Penycdiaan tempat penginapnn atou pesnnggraha.n atau vila 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c 

mcrupakan pcnycdiaan tcmpa.t pcnginapan a tau 
pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikclola olch Pcmerintah Daerah. 

Pasal l04 

Pclayanan jasa kcpclabuhanan scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 100 eyet Ill huruf d merupakan pelayanan 
kcpclabuhanan pada pclabuhnn yang disc<liakan, dimilild, 
dan/atau dikelola olch Pemenntah Dacrah. 

Pasal 105 

Pelayo.nan tcmpat rekreasi. pariwisata, dan olahraga 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c 
merupakan pelayanan tcmpa.t rekreasi, pariwisata, dan 
olahraga yang disediakan, dimiliki. dan/atau dikelo!a oleh 
Pcmerintah Dacrah. 

Paso.I 106 

Penjualan hasil produksi usaha Pcmcrinl.ah Dacrah 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (I) huruf r 

merupa.kan penjualnn hasil produksi usaha Daerah olch 
Pemerinla.h Daerah. 

Pasal 107 

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 
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penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat 

Daerah dan/atau optimalisasi eser Daerah dengan tidak 
mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal I 00 ayat ( 11 huruf g tennasuk pemanfaatan barang 
milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan mengenai pengelo!aan barang milik daerah. 

Pasal 108 

11) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

Retribusl .Jasa usaha untuk memperokh kt:untungan 
yang layak. 

12) Keuntungan yang layak sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila 

pelayanan Jasa Usaha tersebur dilakukan secara efisien 
dan bcroricntasi pada harga pasar. 

(3) Prins1p dan aasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan pcra.turan perundang-um.!angan yang 
mengatur mcngcnai BLUD. 

Raghm Kccmpat 
Restribusi Penzinan Tcrtcntu 

Pasal 109 

( 11 Jen is pclayanan pcmbcrian izm yang merupakan objek 
Retribusi Perizinan Tcnentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 94 ayat j 1) huruf c melipuu: 
a. penggunaan tenaga kerja asing: dan 

b. pengelolaan penambangan rakyat. 
(2} Penggunaan tenaga kerja asing scbagaimana dimaksud 

pada ayat ( 11 huruf a drkelcta oleh Perangkat Daerah 
yang menye!enggaralum urusan pemerintahan di bidang 
tenaga kerja dan transmigrasi. 

(3) Pengelolaan pertambangan rakyat sebagairnana 
dimakaud pada ayat (I) huruf b dikelola oleh Pcrangkat 

Oaerah yang menyelcnggarakan urusan pemerintahan 
di bidang Energi dan Sumbcr Daya Mineral. 

Pasal 110 

(l) Prinsip dan sasaran dnlarn penetapan larif Reuibusi 
Pcri2inan Tertcntu didasarkan pada cujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
pembcnan izin yang benmngkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraen pemberian izin sebagaimana 
dimoksud po.do. aym (II mehputi biaya penerbitan 
dokumen izin, pengawasan, penegakan hulcum, 
penatausahaan, dan/atau biaya dampak ncgatif dari 

v 
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pemberian izin tereebur. 

(31 Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana 
penggurman renaga kcrja 
sebagaimana dimaksud dalam 

asing perpanjangan 
Pasal 109 ayat (1) huruf 

a, bioya pc-nyelenggaraan pembcrian izm mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
penggunaan tenaga kerja a�ing. 

(41 Khusus untuk pelayanan pembcrian izin pcngclolaan 
pertambangnn rakyat scbognimano dimaksud dalam 
Pasal 109 ayat (I] huruf b, biaya pengelolaan 
penambangan rakyat mengacu pada ketentuan 

pernturan perundang-undangan yang bcrlaku pada 
kementenan yang menyelenggruakan urusnn 
pemerintahan di bidang encrgi dan sumber daya 
mineral. 

Bagian Kclima 
Pemanfaatan Pcncrimaan Rctribusi 

Pasa l l l l  

(  11 Pemanfaatan penerimaan setiap jcnis Retribusi 
digunakan untuk mendanai kegiatan yang bcrk.a.itan 
Jangsung dengan penyelcnggaraan pclaynnan yang 
beraangkutun. 

(21 Jumlah penerimaan Retribusi yang digunakan untuk 

mcndanai kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

paling kurang sc:bcsar 75% (tujuh puluh Hrna persen) 
dari rcalisaai penerimaan Retribusi yang bcrsangkutan 
tahun sebclumnya. 

131 Pt:manfaatan pencrimaan Retribusi yang dipungut dan 
d.ike\ola oleh BLUD dapat Jangsung digunakan untuk 
mcndanai penyelenggaraan pelayanan BLUD scsuai 
dengan ketemuan peraturan perundang-undangan 
mengenai BLUD. 

14) Pcnggunaan penerimaan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat {\) mcliputi namun tidak terbatas 
pada: pcningkatan kuahtns pelayanan, pc-ningkntan 
sarana dan prasarana pelayanan, peningk.atan sumbcr 
daya manusia, pemanfaatan teknologr inJ'orma:;:i dalam 

pemungutan rctribusi, pcncrapan ckktn.mifikasi 
pengelolaan retribusi, dan pembayaran insentif 
pemungutan Retribusi. 

(5) Pt:nggunaan penerimaa.n ret.ribusi sebagaimanu 
dimnksud pndn 11y11t (41 dianggnrkan dalem Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(6) Pcmanfaat.an Rctribusi scbagaimana dimaksud pada 
ayat (I) tidak berlaku bagi pcncrimaan Rctribusi yang 
tcnnasuk do.lam kateguri pemanfantan baro.ng milik 
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dacrah atau pemanfaatan aset dacrah yang beaya 
operasional chm pemellharaannya merupakan t11nggung 

jawab Wajib Rctribusi. 

Bagran Kecnam 

Penetepan Retribusi Terutang 

Pasal 112 

(I) Besaran Retribusi yang terutang dihitung bcrdasarkan 
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dcngan tarif 

Rctribusi. 
(2) Tingkat pcnggunaan jasa scbagaimana dimaksud pada 

ayat {IJ merupakan jumlah penggunaan jasa yang 
dijadikan dasar alokasi bcban biaya yang dipilrul 
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang 

bcrsangkutan. 

(31 Tarif Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (IJ 
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk 
mengh1tung besamya Retnbusi yang terutang. 

(4) l:4esaran Re!ribusi tcrutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (II ditctapkan dengan SKRD baik bcrbcntuk 
dolrumen tcrcetak maupun dokumcn elektronik. 

(51 Bentuk dan isi SKRD sebaga,mana drmaksud pada ayat 
(4) sebagaimana tcrcantum peda Lampirnn XI yang 

mcrupakan bagien lidak tcrpisa.hkan dari Pcraturan 
Gubcmur ini. 

Pasal 113 

(I) SKRD mcrupakan dokumen penctapan jumle.h Relribusi 
yang terutang. 

(21 SKRD dapat memuat sanksi administratif schingga 
dapat bcrfungsi sebagai STPD. 

(31 SKRD dapat bt:rup;1 reeu, ksrcts, kupon, karru 
langganan, surat perjannan, code billing atau sumt 
pcnetapan jumlah Retribusi terutang JOOnnya yang 
bt:rbasis aplikasi pengclolaan Retribusi. 

14) Rccu dibuat dalam rangkap tiga, dengan peruntukan, 
masing·masing untuk Wajib Retribusi, Pctugas 
Pemungut Rctribusi, dan Bendahara 
Pencrima/Bcndahara Penerima Pembantu. 

151 Karcis dalam bcn1uk I (satu) lembaran yang tcrba.gi 2 
(dual potongan, masing·masing untuk Wajib Rctribusi 
den Petugas pemungut Retribusi. 

(61 Sctiap Pcm:rbitan SKRD dicatat bcrurulan sesuai nomor 
dan tanggal pcnerimaan Rctribusi. 
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Pasal 114 

(I) Kepala Perangklll Daerah wajib menerapkon 
pemberlakuan SKRD secara elektronik, dengan bertahap 
seauni kemnmpuan kcuangan Dacrah. 

(2) SKRD drsrapkan oleh meerng-maelng Peranglmt Daemh 
Pengelola RetribuAi. 

Bagian Ketujuh 
Pemungutan Retribusi 

Pasal 1 15  

(IJ Pemungutan Retribusr duakukan dengan 3 (tiga) cara., 
yaitu: 
a. drbeyar langsung setelah ditcrbitkannya SKRD; 

b. melalui surat pcrmohonan; atau 
c. duetapkan dalam kont.rak atau perjanjian kerja 

sama. 
(2} Objek Pemungutan Rctnbusi yang dapa\ dibayar 

langsung antara lain: 

a. pelayanan kesehatan; 
b. pelayanan tempat khusus parkir di \uar baden Ja1an; 
c. penyediaan tempat pcnginnpan ntnu pesa.nggrahan 

atau vile: 

d. pelayanan jasa kepelabuhanan; 

e. pclayanan tempat rekreasi. panwisata, dan olah 
raga; dun 

f. penjualan produksi usaha daerah, kecuali pelayanan 

penguj1an/ pemt:riksaan. 

(3) Pcmungutan Relnbusi yang harus melalui permohonan 
dari Waj1b Retribus1 adalah: 
a. pelayanan kebcrsihan (pemn.nfaatan incenemrorj; 
b. pclayanan pasar; 

c. pcnyediaan tcmpat kegiatan usaha bernpa pasar 
grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan use.ha 
lainnya: 

d. pclayanan pcngujian, pcmcriksaan laboratorium; 
e. lzin penggunaan tenaga kerja asing; dan 

r. lzin pengelolaan pertambangan rakyat. 
(4) Pt:mungutan Retribusi yang ditetapkan dalam kontrek 

atau perjanjian keIJB sama adalah pemanfaatan aset 
Daerah eeperti Jahan, bangunan, peralatan, mesin, 
sarana dan prasarana, kendaraan bennotor, alal berat, 
dan scjenisnya, iermasuk yang berada di k.awasan 
pclo.buh.nn, lennino.1 dan pasar tradisional alau 
sederhana. 

/SJ Pt:mungutan Retribusi yang ditetapkan dalam kontrak 
scbogaimana dimaksud pada e.yat !41, jugo. dio.wali 

v 
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dengan pengajuan pennohonan pemanfaalan objck 
Relribusi dari calon pengp;una. 

{61 Konlrllk atau pcrjanjinn kcrja sama paling kurang 
mengalur tcntang hak dan kcwajiban para pihak, 
jwnlah retribusi terutang. waktu pembayaran dan 
sanksi. 

(7) Kontrak atau perjanjian kcrja sama yang jangka 
waktunya satu tahun atau kurang, ditandangani olch 
Kcpala Pcrangkat Oacro.h dan Wajib Rctribusi. 

Pasal I 16 

! 11 Pcmungutan Retribusi dilakso.no.kan olch scliap 
Perangkat Daerah pengelola Retribusi. 

(2) Pemunguta.11 Retribusi dilakukan olch: 

a. Bendahara Penerimnan, apabilo pelayanan retribusi 
bcrada di kantor induk Perangkat Dacrah; 

b. Bendahara Pencrimaan Pembantu dan Pcmbantu 
Bcnd.ahara Pencrimaan, apabila pelayanan retribusi 
bcrada di UPT0/8; dan 

c. Petugas Pemungut Retribusi, apabila pclayanan 
Retribusi di lokasi yang bcrbcda dari Kantor UPTO/B 

maupun kantor Pcrangkat Dacmh pengcloa 
Rctribusi. 

(3) Bendahara Pcncrimaan dan Bendahara Pencrimaan 
Pembantu ditctapkan olch Gubcmur setiap tahun, atas 
usulan kepala Pcrangkat Daerah. 

(4) Bendahara Pcncrimaan, Bendahara Pencrimaan 
Pembantu dan Petugas Pcmungut Retribuer, mcmbuat 
SKRD dan mcngadministrasikannya, namun lidak 
dapat mcncrima pembayaran secara langsung. 

Pasal 1 17  

(I) Wajib Rclribusi mclukukan pembayaran Retribusi 
tcrutang yang ditctapkan dalam SKRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal l 12 ayat {4) kc RKUD secara non 
tunai. 

(2) Berdasarken buk1i sctoran non tunai, Bendahara 
Penerimaan Pembantu atau �tugas Pemungut Rctribusi 
melaporkon penyetcmn tcrscbut kepada Bcndahara 
Pcncrimaan Perangket Dacrah disertar bukti setomn 
Rt:tribusi dan satinnn SKRD. 

(31 Dalam ho] Retribusi dipungut ala� pe.layanan yang 
dibcnkan olch BLUD, pembeyarnn Retribusi olch Wajib 
Rctribusi disetorkan kc rekening leas BLUD seauai 

dengan kctentuan peraturan pcrundang-undangan. 
{4] Rctribusi tcrutang ecbegeimena dimaksud pada ayat (I) 

dapel dibayarlcan sckahgus scbelum pelayanan 

v 
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diberikan. 
(5) D11l11m hAI W11j1b Relribusi terteruu tidak membayar 

tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib 
Retribusi dikenakan sanksi adminislrlltif bcrup1:1. bunga 
sebesar 1% (satu perscn) per bulan dari Retribusi 
terutang yang 1idAk atau lrurang dtbayar drhuung dari 

tanggal jatuh tempo pcrnbayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh cmpa(I bulan dan dnagih dcngan menggunaknn 
STRD. 

16) Pcnagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayal (5) didahului dcngan Surat Tcguran. 

(7) Ben1uk dan isi Surat Tcguran scbagaimana tcrcantum 
pada Lampiran X11 yang merupakan bagian tidak 
lerpisa.hkan dan Pcraturan Gubemur ini. 

Pasal 1 18  

(1) Perangkot Oaerah pengelola Retribusi wejib mclakukan 
pengelolaan Retribusi seeera optimal, transparan dan 

akuni.abel untuk meningk1Hkan pencrimaannya. 

(21 Dalam rangka pengelolaan Retribusi seba.gaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pcrangkat Daerah wajib 
melakukan Jangkah-langkah sebagai berilcut: 
a. meminimalkan kontak langsung 11n1ara perugas 

pcmungut dengan Wajib Relribusi; 
b. mclakukan pengeloloan Retribusi berba.sis 11plikasi, 

paling kurang untuk proses pendaftaran, penetapan 
dan pembayaran Retribusi; 

c. menerapkan dokumen pcmungutan Retribusi secara 

elektronik; 
d. menerapkan pembayaran Retribusi secera digital: 
e. memberikan informam tentang tanf, jems leyanan, 

sistem dan prosedur laynnan, dan hal lain yang 
clianggap perlu, eecara terbuka dan dapat diakse1 
dcngan mudah. 

(31 Membcrikan infcemasi tentang tan!, jenis layanan. 
sistem dan prosedur !ayanan, don ha] loin yeng 

dianggap perlu. secara terbuka den dapat diak.scs 
dcngan mudah. 

Posa! 119 

(II Pcml.)ayanu1 Rclribusi secera non tuna.i seba.gaimana 
dimaksud dalam Pasa.l 1 17  aya.t (1), khusus untuk 
pembayaran Retribusr Jasa Usaha atas objek· 
a. parkir di luar badan jalan; 
b. pass masuk kawasan kepelabuhanan; den 
c. pass masuk tempat rekreasr dan olnhraga, 
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berlaku cfcktif pada Bulan Januari 2026. 

(2) Perangkat Daerah pcngdola Rctribusi Josa Usaha 
sebagmmana drmaksud pada ayat (I), tetap melakukan 
langkah·langkah scbagrumana dunaksud dala.m Pasal 
118. 

Bngian Kcdelapan 
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga 

Pasal 120 

( 11 Pemenntah Dae rah dapat melaksanakan kerja sama 
atau pcnunjukan pihak kenga dalam melakukan 
Pcmungutan Retribusi. 

(2f Kcrja sarna atau penunjukan pihak ketiga scbngaimana 
dimaksud pada ayat (I) tidak tennasuk penetapan tarif, 
pengawasan. dan Pemcnksaan. 

(31 Pcmungutan Rctribusi yang dilalrnanakan oleh pihak 
keuga sebagatmana dlmaksud pada ayat (I) 

di\aksanakan berdasarkan pertimbangan efisicnsi dan 
cfektivita11 Pt:mungutan ReLribusi dengan tidak 
mcnambah beben Wajib Rctribusi. 

(41 Penenmaan Rernbusr yang dilaksanakan oleh pthak 

ke1iga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc 

RKUD sccara brute. 

(51 Pcmbcrian imbalan jasa kepada pihak ketiga 
sebagaimana dunaksud pada ayat (l) dilakukan melaJui 
bclanja anggaran pendapatan dan bclanja Daerah. 

Bagian Kcsembilan 
Pemenksaan !<clribusi 

Pasal 121 

(II Gubcmur melalu, Bapenda bcrwenang melakukan 
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Retribuai dan tujuan lain dalam rangka 
mclaksanakon ketentuun peraturon pcrundong­ 
undongan men�nai !<etnbusi. 

(21 Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimeksud 
poda ayat (II meliputi penentuan, pencocokan, atau 
pengumpulon moteri yang bcrkaiton dcngon tujuon 
Pemeriksann. 

Pasal 122 

(I! Dal.am pelaksanaan 1-'emcrikaaan 
dimaksud daJam Pasal 121, kewajiban 
yang dipcriksa meliputi: 

scbagaimana 
Wajib Rctribusi 
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a. me:mperhhatkan dan/atau meminjamkan buku atau 
cataurn, dokumen yang menjadi dasamya, dan 
dokumen Jain yang berhubungan dengan subjek dan 
objek Retribusi; 

b. membcrikan kesempatan untuk memasuki tcmpa.t 
atau ruangan yang dianggap perlu dan membcrikan 
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan kctcrangnn yang dipcrlukan. 
(21 Dalam pclaksanaan Pemcriksaan sebagaimana 

drmaksud dalam Pasal 121, hak Waj1h Retribusi yang 
drperiksa paling sedikit: 

a. memintn idcntitns dan bukti penuga:sa.n 
Pemeriksaan kepada pemcriksa; 

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan 
penjetasen tentang alasan dan tujuan Pcmeriksaan; 

d= 
c. mcncrimo dokumen hasil Pemeriksaan sena 

memberikan langgapan atau penjelasan atas hasil 
Pcmeriksaan. 

Pl Dalam ha! Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban 
sehagajmana dimaksud pada ayat (11, besamya 
Retribu11i tcrutang ditetapkan eecara jabatan. 

Bagian Kesepu!uh 
Kedaluarsa Penagihan Retribusi 

Pasal 123 

(I) Hak untuk melakukan Penagihtu1 Retnbusi menjadi 
kedaluwarsa sctelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
tcrhitung sc:Jak seat terutangnya Retribusi, kccuali jika 

Wajib Retribusi melakukan tmdak pidana di bidang 
Retnbus1. 

(2) Kcdaluwarsa Penagihan Rctribusi sebegalmana 
dimaksud pada ayat Itl tertangguh jika: 
a. diterhitknn Surat Tcguran; arau 
b. terdapat pengakuan utang Retribusi dan Wajih 

Retribusl, baik langsung maupun lidak langsung. 
(31 Dalam ha\ ditcrbi1knn Surat Teguran scbagaimana 

dtmaksud podn ayat 12) huruf a, kcdaluwaraa Penagihan 
dihitung scjak tanggal diterimanya Surat Teguran. 

(4) Pengakuun utang Retribusi sccara langsung 

scbagaimana dimaksud padn nyat (21 huruf b 
merupakan Wajib Rctribusi dcngan kesade.ran 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan 
belum mdunasi kepada l\:merintah Daerah. 

{St Pcngakuan uui.ng Rcirtbusr sccara tidak langsung 
sebagalmana drmaksud pada ayat [2) huruf b dapat 
diketahui darl pe.ngajua.n pe.rmohonan angsuran atau 
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penundaan pembayaran dan permohonan kcberatan 
oleh Wajib Retnbusi. 

Bagian Kescbclas 
Penghapusan Plutang Retribusi 

Pasel 124 

(11 Plutang Retribus1 yang udak mungkin ditagih lagi 

karena hak untuk melakukan Penagilian sudah 
kedaluwarsa dapet dihapuakan. 

(21 Pcnghapusan piutang Rctribusi yang sudah 
kcda.luwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditetapkan dalam Kepurusan Gubcmur. 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Daerah diatur 
lcbih lanjut dcngan Pernturan Gubcrnur. 

Bagi.an Keduabclas 
Kebcratan Retribusi 

Pasal 125 

(1) Wajib Retribusi lt:rtentu dapal mengajukan kebcretan 
kcpada Cubcmur melalui Kepala Penmgkat Daerah atas 
SKRU atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tenulis da.lam bahasa 
Indonesia dengan disertw alasan yang jelas. 

(3) Kebcratan harus diajukan du.lam jangka waktu pa.ling 
lama 3 [uga] bulan sejak tanggal SK.RD dikirim, kecuali 
jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu rersebut tidak dapat dipenuhi kan:na keadaan 
kahnr. 

(4) Keadaan kehar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

m�!iputi: 

a. bencana alam; 
b. kcbakaran; 
c. kerusuhan; 
d. kerusunan massal atau huru-hara; 
e. wabah penyakit; dan/atau 
f. keadaan lain yang di luar kendali Wajib Retribusi. 

(51 Pengajuan keberatan ttdak menunda kcwajiban 
membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan 
Retribusi. 

Pasal rae 

'11 Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah dalam 
jangka waktu pal.mg lama t:, (enwn] bulan sejak tanggul 
surat kebcratan dirertme harus memberi keputusan ates 

v 
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keberalan yang diajukan oleh We.jib Rctribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (I) dengan 
mencrbitkun sural keputusan keberotan. 

(2) De.lam mcmbcrikan keputusan sebaga.imana dimaksud 

pada aya1 (1), Gubemur mela\ui Kepala Pcrangkat 
Oaerah dapat melakukan Pemeriksaan. 

(3) Oubemur melalui Kepala Perangkat Daerah alas 
kcbcratan de.pat berupa mcncrima scluruhnya a.tau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi 
yang tcrutang. 

(41 Apabila jangka waktu sebuguimanu dimaksud pad 11. ayat 
(I) tclah lewat clan Gubernur melalui Kepala Perangkat 

Dacrah tidak memberi sue.tu kcputusan, kcbcratan yang 
diajukan terscbut dianggap diterima scluruhnya. 

Pa:w.1 127 

(I) chka pengajuan keberatan diterima scbagian a.tau 
seluruhnya. kclebihan pembayaran Retribusi 

dikembalikan dcngan ditambah imbalan bunga scbcsar 
0,6% (nol koma enam persen] per bu\an drhitung dari 
Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua 

bclas] bulan sene bagian dari bulan dihitung penuh I 

Isa.tu) bulan. 
(2) !mbalan bunga sebagnimana dimaksud pada ayat (11 

dihitung sejak bulan pelunasan sampat dengan 
diterbitkannya SKROLB. 

Bagian Ketigabelas 
Pengurangan, Kcringanan, Pembebasan, Pcnghapusan atau 

Pcnundaan Pembayaran Atas Pokok Rctribusi, dan/ atau 

Sanksinya 

Paga! 128 

(1) Gubcrnur de.pat memberikan inscntir Rctribusi berupa 

pengurongon, keringannn. don pcmbcbasan Retribusi 
yang bcrlnku umum scsua.i kcbijakan Pemcrintah Pusat 
don Daerah. 

(2) lnscntif Retribusi sebagaimana drmaksud pada eyat (1) 
diberikon atos perumbangan untuk 

a. menjulnnkan amanah peraturan yang leb1h tmggr; 
b. mcndukung program strategis Pemerintah/Nas,onal; 
c. memberikan insentiffiskal kcpada pelaku usaha; 
d. mcmbcrikan kcmud11han berusaha; 
e. mcndorong perekonomian; 

[. kegiatan soaial, keagamaan dan pemerintahan; 
g. mcndukung kcbijakan st.ratcgis Pcmerintah Dacrah; 

''" 
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h. mencapai saearan tenentu yang 
kepentingan umum maupun 
Pemcrintah Daerah 

!3) lnsentif Rctribusi eebagaimana dlmaksud pada ayat (2) 

dapat mencllkup pokok Rctribusi dan/atau sanksi 
administratif. 

(4) lnsentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
ditctapkan dcngan Keputusan Gubernur. 

Pasal 129 

(II Gubemur dapat memberikan insentif Ret.ribusi berupa 
pengurangan, keringanan, dan pembcb.wi.n Ret.ribusi 
yang bcr!aku khusus untuk Wajib Retribusr yang 
mengajukan permohonan. 

(2) Pcmbcrian inscntif Relribusi scbagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) dilakukan atas pertimbe.ngan: 
a. objek Retribusi rusa.k dan tidak dapat digunakan 

dalam jangka waktu renentu; 

b. objck Retribusi musnah atau hilang; 

c. wajib Retnbusi po.ilit; 

d. kcadaan kahar; 

e. kemampuan wajib Retribusi; 

f. mendorong perekonomian dacrah; 

g. kegiatan sosial, kee.gamaan dan pemerintahan; 

h mcndukung program stratcgis pemerinlllh dm:rah; 

'"'" 
i. untuk mencapai tujuan tcrtcntu demi kepentingan 

umum dan pemerintohan; dan 

(3) Pemberian inscntif Rctribusi yang mc[iputi pokok 
Retribusi dnn snnksi administratif ditctapkan dengan 
Keputusan Gubcmur yang ditandatangani olch 
sekretaris Daernh. 

14) Pembenan insentif Rctribusi khusus terhadap sanksi 
ndmmislmtif berupa dendo don/atau bunga ditetapkan 
dcngan Keputusan Gubernur yang ditandatangani olch 
Kcpala Perangkat Daerah. 

(5) Pembcrian keringanan Rctnbusi ditclapkan oleh Kepala 

Pcrangkat Daerah. 

Pasal 130 

Ill Pcrmohon&n pengurangan, kcringanan, dan 
pcmbebasan Retributu eebegnlmena dimaksud d&lam 

Pa511] 129 diajukan oleh Wajib Rctribusi secara tcrtulis 
kepada Gubemur melalui Kcpala Pcrangkat Daereh. 

(2) Surat pcrmohonan scbagaimnna dimaksud pada ayat (IJ 

dilampiri dengan SKRD dan bukli-bukti pcndukung 

y 

mcrupakan 
kepenlingan 
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yang menyatakan kebcnaran alasan pcrmohonan 

pcngurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. 
(3] Gubernur harus memberikan Keputusan paling lambat 

12 (Dua Bclas) Bulan sejak surat permohonan 
scbagaimana dunaksud pada ayat {l). 

(4) Sctelah lcwat jangka waktu 12 (Dua Belas) Bulan 

eebegaimana drmeksud pada ayat (3), beh.1m ada 
keputuean, permohonan pcngurangan, keringanan, den 
pembebasan Rei.nbusi dianggap dikabu!kan. 

Bagian Keempatbelas 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi 

Pasal 131 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Relribusi 

dapat mengajukan permohonan pcngembalian kepada 
Gubernur melalui Kepala Pcrangkat Daerah, 

f2) Gubernur melalui KcpaJa Perangka.t Daerah dalam 
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
ditenmanya permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
[l], harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu scbognimana dimaksud pada ayat 
(2) tetah dilampaui dan Gubernur melalu1 Kepa)a 

Perangkat Daerah tidak membcrikan suatu keputusan, 
permohonan pcngembahan pembayaran Retribusi 

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbi1kan 
dalam jangka waktu poling lama l {sotu) bu Ian. 

(41 Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi 

lainnya, kelebihen pcmbayanm Retribusi sebagaimana 
dtmakeud pada ayat ( l) langsung diperhitungkan unruk 
melunasr iertctnn dahulu utang Retribusi lainnya. 

(SJ Pengembalian ke!ebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dunaksud pada eyat 01 dilakukan dalam 
jang)<a waktu paling lama 2 (dual bulan sejak 
dnerbitkannya SKRDLB. 

(6) J1ka pengembalian kelcbihan pembayamn Retribusi 

dilakukan setetah !ewat 2 (dual bulan, Gubernur mela.lui 
Kepala Perangkat Daerah mcmberikan imbalan bunga 
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan alas 
keterlambatun pembayaran kelebihan pembayaran 
Retribuai. 

Bagian Kelimabelas 
Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan 

Pasal 132 

(1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun 

v 
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dalam buku Jems Retnbusi. 
(21 Berdasa.rkan bulcu jenis Retribusi sebegannana 

dimaksud pada ayat (1). dibuat daftar penetapan. 
penerimean dan tunggakan per jenis Retribusi. 

(31 Laporan reab.sasi penerimaan Retnbusi dibuat paling 
lama setiap tanggal 5 [lima] bulan berikutnya 
berdasark&n daftar penetapan, penerimaan. dan 
tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21. 

(4) Format isi buku jenis penenmaan Retribusi dan format 
\aporan realisasi penerimaan Retnbusi sebagaimana 
tcrcantum pada Lamprran XIII yang mcrupakan bagian 
tidak terpisahkan dan Pcraturan Gubemur ini. 

BABVI 
KE'TENTUAN PENUTUP 

Pasa\ 133 

Pada saat Peraturan Gubemur im mulai berlaku: 

a. Ptraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pera1uran 

Dacrah Pmvinsi Sulawesi Selalan Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Perizinan Tertentu (Serita Daerah Provinsi 
Sulawesi Sela tan Tahun 2012 Nomor 4); 

b. Peraturan Gubemur Sula .... esi Belatan Nomor 52 

Tahun 2013 tcruang Petunjuk Pelaksanaan Pcraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Pajak Rokok {Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2013 Nomor 521; 

c. Peraturan Cubemur Sulawesi Sclatan Nomor 64 

Tahun 2015 ten tang Pctunjuk Pelaksanaan Pcraturan 

Dacrah Provinsi Sulawesi Sela1.an Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Rctribusi Pcrpanjangan lzin Mempekcrjakan 

Tenaga Kcrja Asing (Bcrita Dacn1.h Provinsi Sulawesi 
Selman To.hun 2015 Nomor 651; 

d. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 100 
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Perubehen o.tos Peroturon Dacrah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah Khusus Jenis Pajak Air Pennukaan (Serita 

Daerah Prnvinsl Sulawesi Selatan Tahun 201 8 Nomor 
IOOJ sebo.goimo.no. tclo.h bebernpo. knli diubah terakhir 
dengan Peraturan Gubernur Sulawesi SClatan Nomor 64 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua at.as Peraturan 
Gubemur Sulwesr Se\atan Nomor 10 Tahun 2018 
tcntang Petunjuk l'claksanaan Peraturan Daerah 
Pmvinsi Sulawesi SelAtan Nomor 8 Tahun 2017 tenteng 
Pcrubahan Atas Peraturen Daerah Provinsi Sulawesi 

v 



Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

Khusus Jenis Pajak Air Pcrmukaan (Benta Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 641: 

e. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 20 

Tahun 2019 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi 

Jasa Umum (Berita Daerah Pmvinsi Sulawesi Sela!an 

Tahun 2019 Nomor 20); 

f. Pcraturan Gubcmur Sulawesi Sclatan Nomor 55 

Tahun 20 I '.:I u:ntang Pctunjuk Pe)aksanaan Pajak Dae rah 

Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita 

Dae rah Prov,nsi Sulawesi Se Iatan Tahun 2019 Nomor 

56); 

g. Pcraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi 

Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2020 Nomor 14), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 134 

Peraturan Gubemur in! mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 
pcngundangan 
pcnempatannya 
Sela tan. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Gubcrnur uu dcngan 

dalam &rita Ducrah Provins! Sulawesi 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 5 Apnl 2024 

�- ESI SELATAN, 

- 

I IAMMAD ARSJAD ANDI 

Uiundangkan di Makassar 

pada tanggal 5 APf]l 2024 

�- SEKRE:TARIS DAERAH PROVINS! 

SULA WE 

BERi I\ DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 11 


